ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA USAHA DI DESA GADINGSARI KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

BAHRUL HASAN

UNIVERSITAS {SEAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2024




ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA USAHA DI DESA GADINGSARI KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salarl;ﬁper;yaratan memperoleh gelar
SMHukurAn (S.H)
Fi(k‘ulta, yariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS

KIAI HAJLACHMAD. SIDDIQ
] fip:1dgfosairiozszi104







MOTTO

3 T4 ss  SEC ‘/ - -, 42y ey S gea
(D)oo i a8 o <l 3 oskay T Al o
Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun
kokoh.'(QS.As-Shaff ayat 4)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

'Kemenag,Al-Qur’an dan terjemah Kementrian Agama Republik
Indonesia, (Bandung:Sigma Eksa Media,2009)

iv



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat, taufik dan
hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada
junjungan Nabi kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman
kegelapan menuju kepada zaman terang benderang yang dipenuhi dengan cahaya
cahaya keilmuan dan keimanan yakni Agama Islam.

Dukungan serta do’a dari orang orang tercinta berawal dari sebuah ikhtiar dengan
proses panjang kemudian melangkah® dengan proses penuh perjuangan,
keikhlasan, dan kemudian diakhiri dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu
besar akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan
rasa syukur dan bahagia saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuasaya Bapak Suli dan Ibu Artatik yang senantiasa
memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan serta do’a yang tidak
pernah berhenti. Terima kasih atas keikhlasan dan pengorbanannya yang
belum_bisa “penulis. untuk membalasnya. Semoga Allah SWT senantiasa
memberkahi kehidupan.didunia dan_memberikan-balasan surga kelak di
akhirat. Amin ya robbal ‘alamin.

2. Kakek dan nenek saya yakni kakek Saman dan nenek Maryami

3. Saudara kandung saya yaitu Himmatul Khoiroh terimakasih atas

JANIWERSITAS 1SLAM NEGERI
RIAFHAT ACHMAD*SID DRy

Kirana Putri serta guru terimakasih atas do’a dan dukungannya yang selalu
diberikan, semoJa k&rkaMseleB meEprtaRya.

5. Guru saya KH.Ahsanul Haq dan Ibu Nyai Muhay dan serta keluarga besar
PP Zainul Bahar.

6. Sahabat saya yakni Asyari terima kasih atas do’a dan dukungannya

7. Teman dekat saya yakni, Mansur, Devi Yulianti, Mega Ningsih,

terimakasih atas do’a dan dukungannya.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana menjadi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) di Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Analisis Yuridis Terhadap
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Studi kasus Desa Gadingsari
Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Dalam penulisan skripsi ini - tentusy penulis selama penelitian banyak
mengalami kesulitan, hambatan, seta problem yang lainnya. Namun, dengan
adanya bantuan dan bimbingan dan saran dari berbagai pihak jadi, penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini sesual dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena
itu pada kesempatan ini penulis Ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Hepni,STAg.,M.M:;CPEM. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Kiai Haji:Achmad Siddig Jember yang telahy mendukung dan
memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni,MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

BIINeGEE KT Ao poope Fogq FOdR fremberican
KI AL HATTACHMAT.SIDRI Qun

Ekonomi Syari UE Klwf Jeger )E]"mg SRM memberikan arahannya

dalam program’perkuliahan yang kami tempuh selama kegiatan belajar.

4. Bapak Dr.Martoyo,S,H.I,MH. Selaku DPA Fakultas Syariah UIN KHAS
Jember yang selalu memberikan motivasi dan arahan arahan selama
kegiatan belajar.

5. Bapak Moh Syifa’ul Hisan ,S.EI,.M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing
skripsi yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan selama

melakukan kegiatan penyusunan skripsi ini.

Vi



10.

Seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen Fakultas Syariah
yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kegiatan
kuliah.

kepala Desa Gadingsari dan Aparatur Desa serta pengurus bumdes Desa
Gadingsari

Kampus yang saya banggakan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
Teman teman seperjuangan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah
(HES 1) yang sudah menemani dan berjuang bersama sama selama proses
belajar untuk menuntut dan meneari ilmu khususnya di Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember.

Seluruh pihak yang telah: membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan
balasan yang lebih baik:

Penulis sangat menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan dari

penulisan skripsi_ini.Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar besarnya atas
ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat'-membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman

revisi kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Jember 27 Agustus 2024

BAHRUL HASAN
NIM:S20182077

Vii



ABSTRAK

Bahrul Hasan,2023: Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Mitra Usaha (Studi Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso)

BUMDES vyang didirikan di Desa Gadingsari berinisiatif untuk
mengembangkan potensi yang ada di Desa Gadingsari dengan pengembangan
potensi tersebut melalui BUMDES yang diberi nama (BUMDES Mitra Usaha).
BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha
diantaranya membuat kerajinan sapu dan sewa menyewa tenda terop. Oleh karena
itu Undang Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun
2021 menjadi Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga
diantaranya:(1).Bagaimana bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa
Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso (2).Bagaimana efektivitas
pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem
kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan (3). Bagaimana pengelolaan
BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif maslahah mursalah di Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui bentuk
pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari(2).Untuk mengetahui
efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari menurut
perundang undangan (3).Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Mitra Usaha
menurut perspektif maslahalrmursalah di Desa Gadingsari

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
Deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta
dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi
sumber dan teknik teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian

AR, Al kaAd: W R pengetotaan
o LA RIS RO

dijalankan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat.(2) Efektivitas pengel6laan
BUMDES Mitra Usah De Mar IarE: ikannya berpedoman pada
Undang Undang yang ur a khtsus gernai BUMDES yaitu UU No
6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 11 Tahun 2021, akan tetapi
dalam pengawasannya masih kurang efektif yang mengakibatkan penegakan
aturannya kurang ditaati serta mengakibatkan dampak terhadap usaha yang
dijalankannya.(3) Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha dilihat perspektif maslahah
mursalah di Desa Gadingsari sudah sesuai yakni BUMDES tersebut sudah
bermanfaat untuk orang banyak dan dapat memperdayakan masyarakat di Desa
Gadingsari.

Kata Kunci: pengelolaan, efektivitas hukum, perspektif maslahah, BUMDES.
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Konteks Penelitian

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diartikan
sebagai kesatuan unsur masyarakat yang mengerti hukum di mana memiliki batas
wilayah yang otoritas yang mana untuk menjalankan dan mengurus urusan
pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang
sudah disetujui hingga sudah ditaati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang
mempunyai kekuasaan dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara
Bangsa ini terbentuk struktur.sosial sejenis Desa masyarakat adat, dan lainnya
sebagainya telah menjadi lembaga sesial yang ‘memiliki kedudukan yang sangat
penting. Desa adalah lembaga yang berada di daerah yang sangat:kental dengan
tradisi, adat istiadat, dan hukum y. a§ ada di Desa itu masih relatif mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGER]I

Pada era reformasi muncul ide i1de untuk memberdayakan desa melalui

LKaIwAIdaIEIJAJrIZZAhQ IEIMADm i tIlD Qthannti
menjadi Undang UndJ‘ng IEmoM taIBw 2(E4 teR\ng Pemerintahan Daerah.

Undang Undang ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal
usulnya yang tidak diakui oleh Undang-undang sebelumnya.
Selanjutnya perkembangan Pemerintahan Desa berkembang seiring

perkembangan penerapan sistem otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini

Sarman and Muhammad Taufik Makarao, Hukum pemerintah daerah di Indonesia
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 286



dikarenakan prinsip-prinsip otonomi daerah sangat cocok dalam pengembangan
pemerintahan desa.Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memasuki babak
baru ini diiringi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang desa yang disebut undang undang Desa yang tidak diatur dalam Undang
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.?

Dalam Undang Undang Nemor 6 tahun 2014 muncul tentang pendirian
Badan Usaha Milik Desa yang,disebut dengan BUMDES. Bumdes adalah badan
usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan baik secara
langsung maupun tidak langsung yang berasal-dari kekayaan yang dimiliki oleh
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya
untuk mensejahterakan masyarakat desa, oleh karena itu dibentuklah badan usaha

milik desa yang disebut BUMDES. Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa

untuk aehternbahghan> kikinge Bisid- Al ASHEriftan besa dapr
nnknfatkan b By bl It aefs L] bhioes

mengelola BUMDES. Iem@guMsuaBDeEdadeapat juga dilihat sebagai
suatu agenda pembangunan yang dilakukan secara tersusun sesuai rencana dengan

tujuan untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti

peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

*Widjaja,Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh(Jakarta: Raja
Grafindo,2004),260



Disebutkan didalam ayat al-qur’an pemerintahan harus dapat
memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan Al-Qur’an surat
Al-Hasyr ayat 7:

-~ E
|

ol oSenadly sl GoAT 5 Jpl3ls 5 (s all JA‘ o eds Yo BTG
Ko K Ug 85050 U,l T 2001 Ty 2 ST NT 55 453 ;);J ¥ § Joutl

s 20 - _g~g S0 &

7 olaall du s BTG Eq 158505 15406

G

Artinya: Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianuhgerakan
Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul,
kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan demikian agar
harta itu tidak hanya beredar diantara orang orang kaya saja diantara kamu, apa
yang diberikan Rasul kepadamu terimalah apa yang dilarang bagimu
tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras
hukumannya.

Dapat disimpulkan tentang ayat tersebut kepemilikan kekayaan tidak boleh
hanya dimiliki ‘untuk sebagian kelompok tertentu saja, tetapi harus dikelola
sebagai aset “yang produktif, yang dijadikan” pendapatan nasional dan untuk
meningkatkan kesejahteraan kehidupan-masyarakat. Dalam prinsip ini Al Qur’an

menolak dengan tegas kKekayaan yang hanya beredar di suatu kelompok tertentu

saja, kdrgria| Bapat inehirmblikat sdriiadant’ ighopali-Yand~ddpkt merusak
KA EAST-ACFRIAD SIDDIQ
Pembangunan InerEakamuatlBaktiE'fas ﬁtuk meningkatkan suatu

Bangsa termasuk perwujudan keinginan Negara untuk menciptakan masyarakat

yang makmur dan sejahtera, oleh karena itu dibutuhkan untuk meningkatkan

*M. Quraish Shihab, wawasan Alquran:Tafsir Tematik atas berbagai persoalan
Umat(Bandung: Mizan,2013), 540



pemberdayaan pembangunan daerah salah satunya dengan meningkatkan
program-program yakni badan usaha milik desa(BUMDES).®

Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan suatu lembaga milik
desa yang dikelola oleh aparat desa dan masyarakat dalam upaya untuk
menumbuhkan dan memperkuat perekonomian desa setempat yang dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi sesuai desa setempat.

Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan kegiatan ekonomi di
desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial selain itu BUMDES juga berperan
sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial seperti memberikan lapangan
kerja,meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum
dan pemerataan ‘ekonomi desa. BUMDES mempunyai kapasitas yang mumpuni
sebagai lembaga usahayang mandiri, untuk mensejahterakan masyarakat desa itu
sendiri agar rakyat yang ada di Desa dapat mengembangkan potensi yang ada

sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik

dalam perhbtitadt sukbep by hiai liah ebigivhn kn Gk BOMDES yang
cldikacdnodhut stoageh enofataldl Adndut siivckdedohohl fanh aoe
di pedesaan.® J E M B E R

Untuk mewujudkan badan usaha ini maka misi dan peran Pemerintah

sangat penting dalam melakukan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan

kepada masyarakat desa melalui Pemerintah Kabupaten tentang arti penting badan

°Robert Chambers,Pengembangan Desa mulai dari belakang (jakarta: LP3ES, 1988), 216

®Hana Novia Wijaya, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas aset
milik desa yang dikelola sebagai objek jaminan,”jurnal ilmu hukum kenotariatan fakultas
hukum.vol 3, Nomor 2, juni (2020): 262,
http://jurnal.fh.unpad.ac..id/index.php/acta/article/view/226



http://jurnal.fh.unpad.ac..id/index.php/acta/article/view/226

usaha milik desa atau BUMDES dimotivasi dan dipersiapkan untuk membangun
kehidupan sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan
dan pemenuhan lainnya sehingga dapat mempermudah pendirian dan pengelolaan
BUMDES. Selanjutnya mekanisme desa perlu disiapkan terlebih dahulu agar
dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi
yakni bersifat sosial dan komersial.

Pendirian BUMDES didasari oleh Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa dalam pasal 87 ayat 1,yang berbunyi”’Desa dapat mendirikan badan
usaha milik desa yang disebut BUMDES dan ayat 2 yang berbunyi BUMDES
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan ayat 3 yang
berbunyi BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan
umum sesuai dengan peraturan perundang undangan”, Kementerian pembangunan
daerah tertinggal™sudah merevisi_perubahan jparadigma pembangunan daerah
tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pedesaan.

Parameter yang diutamakan yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah

berbasisU;le&érE Bn&rlTAS n]eSché%Mnmg l:{llembagaan,
obfutslyan kst . ook AegoriNoy beniahhded, rans

dan prasarana.’ J E M B E R

Desa Gadingsari merupakan desa yang terletak di provinsi jawa timur dan
berada di kabupaten terpencil tanpa pantai adalah Kabupaten Bondowoso yang
berada pada ketinggian antara 78-2.3000 meter diatas permukaan laut,® dan saat

ini Kota Bondowoso juga dikenal dengan Kota tape dan republik kopi , kota

"Ibrahim,Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Yogyakarta: Leutika Prio,2018), 13.
8Wikipedia, “Kabupaten Bondooso”http://id.m.wikipedia.org diakses 30, mei 2023.
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Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan 10 kelurahan dan 209 desa, salah satunya
kecamatan Pakem Desa Gadingsari di mana desa ini merupakan desa yang
memiliki kerajinan yang mana rata-rata masyarakat di sana setiap harinya punya
kerajinan membuat sapu ijok dan sapu lidi selain membuat sapu desa ini
mempunyai kerajinan seperti  membuat kerajinan besek atau bhernyit, dimana
semuanya ini merupakan kerajinan-masyarakat Desa Gadingsari yang menjadi
salah satu pendapatan ekonomi masyarakat setiap harinya, dari sinilah
Pemerintahan Desa Gadingsari berinisiatif .untuk mengembangkan potensi yang
ada di Desa Gadingsari dengan mengembangkan potensi tersebut melalui
BUMDES yang diberi nama (BUMDES Mitra Usaha). BUMDES ini dijadikan
sebagai wadah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa
Gadingsari serta BUMDES ini: berfungsi untuk”memberikan saran dan fasilitas
dalam mengatasi permasalahan, atau problematika‘di-masyarakat Desa Gadingsari.
BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha

diantaranya membuat kerajinan sapu,dan sewa menyewa tenda terop yang mana

pengolalalea[MIEeRaSJpEA&a 115 [M‘%ﬂMaN EG ERI
K1 Arkerbehgen dob eiasbesi Putéadbed atay dekod Bebelefo utan
perkembangannya mer};alaE kewfan Bm Enghﬁlkan hasil yang baik serta

dalam penjualan dari hasil BUMDES ini sudah lumayan luas dan hasil dari
Bumdes Mitra Usaha tersebut ini digunakan untuk kepentingan masyarakat serta
digunakan untuk membantu pembangunan di Desa Gadingsari sehingga

menjadikan Desa ini menjadi Desa yang mandiri yang dapat memakmurkan

masyarakat Desa Gadingsari.



Dengan adanya potensi tersebut adanya BUMDES Mitra Usaha merupakan
alternatif untuk meningkatkan anggaran pendapatan asli desa agar dapat
memakmurkan Desa Gadingsari. Namun dalam beberapa waktu tahun kemudian
dalam menjalankan operasional usaha ini BUMDES ini mengalami beberapa
permasalahan sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan hampir
mengalami kefakuman dalam menjalankan usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini.
Maka dari latar belakang tersebut peneliti‘tertarik untuk meneliti BUMDES Mitra
Usaha dengan judul ”ANALISIS YURIDIS. PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA MITRA USAHA”

(Studi kasus di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)
B. Fokus Penelitian

Perumusan._masalah dalam metode penelitian kualitatif disebut dengan
istilah fokus penelitian“yang-didalamnya berisi.semua faktor permasalahan yang
akan menjawab permasalahan dengan.metode penelitian. Fokus penelitian harus

disusun secara singkat, jelas, operasional dan tegas dituangkan dalam bentuk

Kalimat lpbrahyadre Roapnl oab tdr by Biakt Faebatlaibdnci sebagai
ok b sboegtkeide] M A D STDDIQ
1. Bagaimana thulEpeanaaB BUMDEF) Mitra Usaha di Desa
Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa
Gadingsari kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perundang

undangan?

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS jember,2020),78



3. Bagaimana Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif
Maslahah Mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang mau disetujuinya
dalam melakukan penelitian, dan tujuan penelitian harus ditujukan kepada
masalah masalah yang telah dirumuskannya pada sebelumnya adapun tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:™

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa
Gadingsari _kecamatan‘Pakem kabupaten"Bondowoso menurut perundang
undangan

3. Untuk mengetahui pengelolaan. BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif

maslahah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten

LINIMERSITAS ISLAM NEGERI

dbind rrdiitn] | ACHMAD SIDDIQ
Dalam penelitijn irEtenMa d@rapEn aRwa sebuah manfaat yang

dapat diambil dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat yang dapat dari

penelitian ini diantaranya adalah:

1°Tim Penyusun,45



1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengembangan
wawasan dibidang hukum tentang tentang bagaimana pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan undang undang di Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang ditinjau dari segi
undang undang tentang BUMDES selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai referensi untuk semua pihak yang ingin mengkaji lebih
memperdalam tentang Analisis Yuridis. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

2.Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti
Manfaat bagi penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman
dalam-melakukan“penelitian secara“langsung serta dapat menambah
pengetahuan, “pengalaman dan wawasan tentang™ Analisis Yuridis
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha yang dilakukan di

Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

o Bal Mdnkadobstsaitgshi AM NEGERI
KA Benkrliig &inafdpien denefolthelsebaciyshhodbah pérmiivan
bagi merekj yafig terfipat lapgsung_dalafp pengelolaan badan usaha
milik desa disamping itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat
dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dibidang
hukum terutama di bidang pengelolaan badan usaha milik desa
BUMDES menurut Undang Undang tentang BUMDES. Diharapkan

dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Gadingsari khususnya supaya
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dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana
pengelolaan BUMDES yang benar, memberikan tambahan informasi
tentang hukum BUMDES menurut peraturan perundang undangan
yang mengatur tentang BUMDES.

b) Bagi UIN KHAS Jember
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
referensi, masukan dan gagasan baru terkait dengan Analisis Yuridis
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

c) Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru
mengenai Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

E. Definisi Istilah/ Definisi Operasional
Definisi_istilah memuat tentang pengertian istilah-istilah penting yang

menjadi titik perhatian yang terdapat-dalam judul penelitian yang bertujuan agar

supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap  makna istilah™ sebagaimana
dimaksuid otehjpenéhitiDalant hal i defeliti dnuliskanfbeberbpd ddfinisi istilah
KIATPHAT“ACHMAD " STEPR IR
1. Analisis E M B E R

Analisis adala‘ly aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti
mengurai, memebedakan, memilah sesuatu dikelompokkan kembali menurut

keteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.*?

" Tim Penyusun,46
12 Makinuddin Tri Hadiyanto Sasungko,Analisis Sosial,(Bandung: Yayasan Akatiga
2006),38
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2. Yuridis

Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang
berarti menurut hukum atau segi hukum yuridis berarti mempelajari dengan
cermat, memeriksa , untuk menafsirkan suatu pandangan atau pendapat dari segi
hukum. Atau suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan
keberlakuannya, baik yang berupa norma, kebiasaan, etika bahkan moral yang
menjadi pokok utama penilaiannya.*?

Dapat disimpulkan yuridis merupakan istilah lain dari kata hukum atau
Undang Undang yang digunakan sebagai parameter hukum terhadap suatu pokok
yang mana yuridis ini menjadi dasar penilaian dari pandangan dari segi hukum.
Yuridis adalah semua hal yang mempunyai makna hukum atau aturan dan
diakuinya secara sah. oleh ‘pemerintahan yang mana hukumatau aturan disini
bersifat mengikat semua orang dan-dijadikan sebagai sumber hukum.

Sedangkan menurut peneliti“yuridis disini adalah suatu aturan yang

mengacu pada suatu Undang-Undang yang telah disahkan dan dianggap suatu

payung [ AR RV i S g BR[O fmasyarakat
KA HAT I ACHNAD STID DI
masalah Badan Usaha iIiEDesKﬂau IigMDES yakni mengacu pada Undang-
Undang UU No 6 Tahr2014, PP No 43 Tahun 2014, UU No 4 Tahun 2015 dan
PP No 11 Tahun 2021.
3. Pengelolaan.

pengelolaan adalah suatu proses atau cara yang mana yang pertama

dimulai dari perencanaan, penggerakan serta pengawasan untuk dapat meraih

¥M.Marwan dan Jimmy P, kamus hukum(Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.
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tujuan yang pernah direncanakan dari awal supaya berjalan dengan lancar dan
sesuai dengan harapan sehingga dapat menghasilkan yang memuaskan.
4. BUMDES

Adalah badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh
Pemerintah desa dan berbadan hukum yang bertujuan mencari laba di mana
nantinya laba tersebut digunakan sebesar besarnya untuk kemanfaatan desa dan
masyarakat."

BUMDES adalah suatu usaha yang.dikelola pemerintahan desa bersama
aparatur desa serta masyarakat untuk mengelola aset dan potensi yang dimiliki
oleh desa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli
desa yang mana hasil dari BUMDES ini dijadikan sebagai pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat Desa tersebut dan modal dari BUMDES ini seluruhnya
ditanggung oleh"pemerintahan Desa tersebut.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat rancangan susunan penelitian yang

dimulai War o odrierma dehme beb thrakhirl ADBUR Nitiehate Anatiss datarm
bubsihkridrbertfidn i\l dotdidedd ) STID DO
BAB I: PendaTquE pidabagjan pEftamdbab ini yaitu membahas
mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan definisi istilah serta membahas sistematika penulisan.
BAB I1: Kajian pustaka, pada bab kedua ini membahas dan menjelaskan

mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

“David Prastyo, Peran Bumdes dalam Membangun Desa(Kalimantan Barat: CV
Dermawati Press,2019),7
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BAB IlI: Metode penelitian, dalam bab ketiga ini yaitu membahas terkait
pendekatan, jenis penelitian teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan
tahap tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.*®

BAB IV: Pembahasan pada bab ke empat ini akan menjelaskan terkait hasil
dari hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal
dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini
bertempat di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
kemudian membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
menurut Peraturan perundang undangan dengan pembahasan terkait fokus
masalah penelitian yaitu: Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, serta
bab ini disajikan‘data data dari-hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang
digunakan untuk'menjawab masalah masalah yang telah dirumuskan.

BAB_V: Kesimpulan dan saran saran, pada bab kelima ini menjelaskan

tentang rangkuman dari semua poin poin pembahasan yang telah diuraikan pada

beberale)w L&{@Bé ]dInAé !&AMrM E{Q@&Lndasi yang
badheliedu ebuipd Bt pdeilo D STDDIQ)
JEMBER

> Tim Penyusun77



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka memiliki memiliki dua poin penting yang terdiri dari
penelitian terdahulu dan kajian teori yakni sebagai berikut:
A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang lalu
terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baru kemudian membuat suatu
ringkasan baik yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.

Penelitian terdahulu bermaksud mendapatkan Bahan perbandingan dan acuan

dalam penulisannya yang selanjutnya, selain itu bertujuan untuk menghindari
anggapan kesamaan. dari ‘penelitian yang lainnya, berdasarkan uraian latar
belakang diatas maka untuk mendukung penelitian yang komprehensif selanjutnya
peneliti melakukan telaah pustaka dengan memasukkan penelitian terdahulu yang

memiliki keterkartan dengan penelitian yang akan difakukan.

1§ [P oA Uit MbalBIGAT Nessr tahur
KIAT H A ACHNMAD SIDOHY~
Menaikkan deapﬁn m Deﬁ paE D(ﬁ Laccori kecamatan Dua

Boccoe kabupaten Bone. Skripsi ini membahas kinerja badan usaha milik
desa adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai
bagaimana kinerja badan usaha milik desa untuk menaikkan pendapatan
asli desa pada Desa Laccori persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian

yang sama vyaitu deskriptif kualitatif dan sama sama mengkaji analisis

14
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badan usaha milik desa atau BUMDES, dan juga meneliti langsung turun
kelapangan dengan melihat langsung fakta yang dilapangan, adapun
perbedaanya adalah bahwa dalam penelitian ini bahwa dalam penelitian ini
peneliti menggunakan analisis keahlian badan usaha milik desa dalam
menaikkan pendapatan asli desa di dalam penelitiannya, sedangkan yang
akan dilakukan peneliti juga meneliti terkait analisis yuridis terhadap
pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di dalamnya.®

2. Skripsi oleh Azmi Alfa Rozi,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru tahun 2020.''Skripsi ini membahas Pembuatan dan
Pengelolaan badan usaha milik desa dalam memperhatikan kesejahteraan
masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pada
BUMDES Mulia adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian
ini adalah bagarmana‘tujuan pembuatan dan pengelofaan BUMDES dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan “Peraturan Menteri

Desa Nomor 4 tahun 2015 dan bagaimana faktor yang menghambat untuk

b Iobhbektuiah Lo Sergatdiadn Netbies (ablank henciptaken
K1 Ashertetarpderiefosrbaiaid Ardun uchien ek foor «

tahun 2015. jersa]ﬁjaaanaanenEtiaani sama Ssama meneliti

pengelolaan badan usaha milik desa dan sama sama menggunakan
penelitian kualitatif adapun perbedaanya adalah penelitian ini lebih

mengkaji pada peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 sedangkan

'®Nurtang, “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa”( Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021), 12

"Azmi Alfa Rozi,”Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun
20157 (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020),8
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yang akan dilakukan peneliti lebih cenderung ke analisis yuridis terhadap
pengelolaan badan usaha milik desa.

3. Skripsi Beni Riki Suranda Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Benda
Aceh tahun 2020 yang berjudul peran badan usaha milik desa terhadap
kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Skripsi ini
membahas peran badan usaha milik desa atau BUMDES terhadap
kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun
rumus masalah yang diangkat ialah bagaimana kegiatan pengelolaan
BUMDES serta bagaimana peran BUMDES terhadap kesejahteraan
masyarakat di Desa Borengan dalam perspektif ekonomi islam. Persaman
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama sama
mengkaji-tentang pengelolaan BUMDES' serta menggunakan penelitian
yang sama yaitu penelitian kualitatif demgan langsung turun kelapangan
adapun perbedaan penelitian:ini dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi yang berspektif

Aot Vikimtsedargkafpehehtiart g wilart hfekbikah 14BiA fokus pada
K1 A i JhsAGENAD SIDDIQ
4. Skripsi FerdanJIsweEﬁ IMut Bamal:_]"SIarR\legeri palopo tahun 2019

yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan
Pertumbuhan ekonomi Desa Bangun Jaya kecamatan Tomuni kabupaten

Luwu Timur. Skripsi ini membahas tentang peran badan usaha milik desa

dalam menaikkan perkembangan ekonomi desa adapun rumusan masalah

®Beni Riki Suranda,”Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh 2020),11
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yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan
BUMDES ditinjau perspektif pemerintahan desa, bagaimana peran
BUMDES dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat serta
bagaimana pengelolaan BUMDES dalam perspektif syariah. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama
membahas pengelolaan BUMDES yang bertujuan untuk memakmurkan
masyarakat dan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian
kualitatif adapun perbedaan penelitian ini lebih fokus mengkaji BUMDES
dari segi perspektif syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan
lebih cenderung dalam mengkaji BUMDES dari aspek undang
undangnya.*®

5. Skripsi oleh Rahmat B Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020
yang berjudul Tata Kelola Badan Usaha*Milik"Desa dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Desa di Desa Bungin yang mana skripsi_ini membahas

tata kelola BUMDES yang mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana

tuch Rblol IeSRDES dah Badaimbad Workibobt BUMDES | persamaan
K Aaobierliggfnbany B et o] sl chaisch ki) b pama
mengkaji BUI\TDEEIan N?lem BnelEnn)Rsama sama menggunakan

metode kualitatif. Adapun Perbedaan penelitian ini lebih dalam membahas

tentang tata kelolanya BUMDES sedangkan penelitian yang akan

dilakukan lebih fokus pada sistem perundang undangan.?

YSkripsi Ferdan Iswandi, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Desa”( Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019),13

2%Rahmat B, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli
Desa” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020),14



Tabel 2.1

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu
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Boccoe kabupaten

Badan Usaha

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Nurtang dari | Analisis Kinerja | Sama-sama Adapun
Universitas Badan Usaha | menggunakan perbedaannya ialah
Muhammadiyah | Milik Desa dalam | metode penelitian | bahwa dalam
Makassar tahun | meningkatkan yang sama Yyaitu | penelitian ini
2021 pendapatan  asli | deskriptif peneliti
desa pada Desa | kualitatif dan | menggunakan
Laccori sama-sama Analisis Badan
kecamatan  Duo | mengkaji Analisis | Usaha Milik Desa

dalam

Bone. Milik Desa atau | meningkatkan
BUMDES. pendapatan asli
desa di dalam
penelitiannya,
sedangkan yang
akan dilakukan
peneliti juga
meneliti terkait
UNIVERSITAS ISLAM NEGERY  yuridis
KIAI HAJI ACHMAD SIPBBi
pengelolaan *Badan
J E M ]3 E R Usaha Milik Desa
yang ada di
dalamnya.
2. Azmi Alfa | Pembentukan dan | Sama-sama Adapun
Rozi Universitas | pengelolaan meneliti perbedaannya ialah
Islam Negeri | Badan Usaha | pengelolaan penelitian ini lebih
Sultan Syarif | Milik dalam | Badan Usaha | mengkaji pada
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Kasim Riau | mewujudkan Milik Desa dan | peraturan Menteri
pekanbaru tahun | kesejahteraan sama-sama Desa Nomor 4
2020 masyarakat menggunakan Tahun 2015.
berdasarkan penelitian Sedangkan  yang
peraturan Menteri | kualitatif. akan dilakukan
Desa Nomor 4 penelitilebih

tahun 2015 pada cenderung ke
BUMDES mulia. Analisis yuridis

terhadap
pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa.

3 Beni Riki | Peran Badan | Penelitian ini | Adapun

Suranda Usaha Milik Desa | Sama-sama perbedaannya

Universitas Islam | Terhadap mengkayji penelitian ini
Negeri Ar-Raniry | Kesejahteraan pengelolaan dengan penelitian
Benda Aceh™{“Masyarakat BUMDES ““serta | yang akan
tahun 2020 Menurut menggunakan dilakukan  adalah
Perspektif penelitian  yang | penelitian ini
Ekonomi Islam. sama yaitu | berfokus pada
enelitian aspek ekonomi
UNIVERSITAS ISLAM N ek
KIAI HAJI ACHM#AD SiBB1Q

lapangan. sedangka
J E M B E R penelitian yang
akan dilakukan

lebih fokus pada
kajian analisis
yuridisnya tentang
BUMDES.

4. Ferdan Iswandi

PeranBadan

Sama-sama

Perbedaannya ialah
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|

InstitutAgama Usaha Milik Desa | membahas penelitian ini lebih

Islam Negeri | dalam Pengelolaan fokus mengkaji

palopo Meningkatkan BUMDES yang | BUMDES dari segi

tahun2019 Pertumbuhan bertujuan  untuk | perspektif syariah
Ekonomi  Desa | memakmurkan sedangkan

Bangun Jaya | masyarakat  dan | penelitian yang

kecamatan penelitian ini | akan dilakukan

Tomuni sama-sama lebih cenderung

Kabupaten = luwu{ menggunakan dalam mengkaji

timur. metode penelitian | BUMDES dari

Kualitatif undang-undangnya.

5. Rahmat B | Tata Kelola | Sama-sama Perbedaannya ialah

Universitas Badan Usaha | mengkaji penelitian ini lebih

Muhammadiyah | Milik Desa dalam | BUMDES dn | dalam  membahas

Makassar tahun | peningkatan sistem tentang Tata
2020 pendapatan  asli | penelitiannya kelolanya
Desa™di _Desa | sama<sama BUMDES
Bungin. menggunakan sedangkan

metode kualitatif. | penelitian yang

akan dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGER! foxus paca

IAI HAJI ACHMAD SIPDl€y=>

undangnya.

B. Kajian Teori

)

EMBER

Pada kajian yang tertera pada teori ini membahas tentang pembahasan teori

yang dijadikan sebagai perspektif dalam melaksanakan kegiatan penelitian, jika

pembahasan teorinya lebih luas maka tentunya akan semakin memperluas

wawasan peneliti

untuk melakukan pengkajian permasalahan yang akan
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dipecahkan yang sesuai dengan yang sudah dicantumkan rumusan masalah dan
tujuan penelitian.?
1. Peraturan Undang Undang mengenai BUMDES
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah,
Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan,
pengelolaan dan pembubaran BUMDES, PP No 11 Tahun 2021 tentang peraturan
yang mengatur BUMDES, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksana Undang-Undang No 6. Tahun 2014 yang mengatur mengenai
BUMDES, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang
memerintah tentang Badan Usaha Milik Desa tertera pada Bab X dari pasal 87
sampai 90
Pada pasal 87 berbunyi:

e Desa dapat mendirikan. BUMDES

e BUMDES dikelola dengan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

e BUMDES dapat menerapkan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan

e e gl ebhecin beaturah undhng fntianga
Mebaubs b | ACHMAD SIDDIQ
e Pendirian BUIV’DEEEiseMti nﬁlui@syﬂarah Desa.

e Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan Desa sebagaimana bunyi

ayat (1)

“Tim  Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS
jember,2020),46
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Pada pasal 89 berbunyi:*

e Hasil dari usaha BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan
Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberi
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial.

Pada pasal 90 berbunyi:

e Pemerintahan Daerah mendukung perkembangan BUMDES dengan,
Memberikan permodalan.

e Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.

e Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di
Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksana UU No.6 Tahun 2014 yang mengatur-mengenai BUMDES yang tertera
pada Bab VIII dari‘pasal'132'sampai 142.

Pada pasal 132 berbunyi:**

1 Desa dapat mendirikan BUMDES.

- RonbibnVEONDEY disehaRatt cedgdt Mkyadiaka-Dbsd il peraturan
KIAmIenHAv}I ACHMAD SIDDIQ

1 Organisasi penjeloEn EN})IIDEBterFEh (Rl organisasi Pemerintahan

Desa.
1 Organisasi BUMDES paling sedikit harus terdiri dari penasehat dan
pelaksana operasional.

1 Penasehat harus dijabat oleh Kepala Desa.

?2Undang Undang, Nomor 6 Tahun 2014 ” tentang Desa”
Z3peraturan Pemerintah, No 43 Tahun 2014 “tentang Peraturan Pelaksana UU No 6
Tahun 2014
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(1 Pelaksana operasional merupakan perseorangan.Pelaksana Operasional

dilarang merangkap jabatan.
Pada pasal 133 berbunyi:

e Penasehat mempunyai tugas melakukan memberikan nasehat kepada
pelaksana operasional dalam. menjalan program kepengurusan dan
pengelolaan BUMDES.

e Penasehat berhak meminta penjelasan terhadap pelaku operasional
mengenai kepengurusan dan pengelolaan BUMDES.

Pada pasal 134 berbunyi:
e Pelaksana operasional, mempunyal tugas mengurus dan mengelola
BUMDES sesuai dengan anggaran dasar.
Pada pasal 135 berbunyi:
7 Modal awal' BUMDES berasal dari APB, Desa.
1 Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan

tidak dibagi atas saham.

- Muddid [BURIDRS Werurhoar ban périyertbahrhodar eka, penyertaan
KlAd-ddtd] ACHMAD SIDDIQ

1 Penyertaan mojal bEsaIM APBDeﬁjan Rmber lainnya.

1 Modal dari APB Desa harus bersumber dari dana segar, bantuan
pemerintah, bantuan pemerintah Daerah dan aset Desa.
Pada pasal 136 berbunyi:
e Pelaksana operasional BUMDES wajib menyusun dan menetapkan

anggaran dasar setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa.
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e Anggaran dasar paling sedikit berisi atas nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
BUMDES, organisasi pengelolaan dan pembagian keuntungan.

e Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dilakukan melalui musyawarah
Desa. Anggaran dasar ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pada pasal 137 berbunyi:

e Untuk mengembangkan usaha BUMDES dapat juga menerima pinjaman
atau bantuan dari pihak lain dan‘mendirikan unit usaha BUMDES.

e BUMDES melakukan pinjaman harus dapat ijin dari kepala Desa.

e Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUMDES dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pada pasal 138 berbunyi:

e Pelaksana operasional.dalam kepengurusan dan pengelolaan BUMDES

mewakili didalam dan luar pengadilan.

e Pelaksana  operasional ~ wajib  melaporkan  pertanggungjawaban

el B pinbefonan BOoRdMdphd B ERI
by bl ACHMAD SIDDIQ

(] Kerugian yang @ial ol U ES ménjalldtanggung jawab pelaksana
g ngiaEMNB E%‘JR ggung j p

operasional BUMDES.
Pada pasal 140 berbunyi:
1 Kepailitan BUMDES hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
1 Kepailitan BUMDES dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur

dalam Undang Undang.
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Pada pasal 141 berbunyi:

1 Dalam kerja sama antar Desa dapat membentuk BUMDES bersama.

1 Pembentukan BUMDES dilakukan melalui pendirian, penggabungan dan

peleburan BUMDES.

1 pendirian, penggabungan dan. peleburan BUMDES diterapkan sesuai

dengan peraturan perundang undangan.
Pada pasal 142 berbunyi:

e Kketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, kepengurusan dan pengelolaan

dan pembubaran BUMDES diatur dengan peraturan menteri.

Di dalam Uundang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah
menjelaskan bahwasanya dalam menjalankan pemerintahan daerah harus sesuai
dengan peraturan yang telah“ditetapkan oleh Undang Undang Dasar Republik
Indonesia yang mengarahkan untuk agar supaya-dapat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat dengan cara peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melalui

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan strategi dalam

bersain-bhtar. Wabrah oerghn’ Wahebakilart YhiAkig brinkia Lsebomti keadilan,
obfocafan] seked éhodcesi b bt bdoaCanl el bk Jiohesie

Didalam pasal 213 ayaJ 1 dEbuM batBa DE dapat mendirikan sebuah usaha

yang disebut dengan BUMDES dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa
tersebut serta sesuai dengan kebutuhan Desa tersebut sehingga dengan adanya
BUMDES ini dapat membantu pemerintahan daerah untuk mensejahterakan

masyarakat.?*

#*Undang Undang No 23 Tahun 2014,” mengenai Otonomi Daerah”
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Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa di dalam pasal 78
menerangkan bahwasanya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli
masyarakat Desa maka pemerintahan desa dapat mendirikan sebuah usaha yaitu
BUMDES yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Desa tersebut
serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Desa setempat. Serta dalam pasal
79 menyebutkan bahwasanya seluruh modal dari BUMDES ini ditanggung oleh
pemerintahan Desa dan dalam pengurusan BUMDES ini terdiri dari pemerintahan
Desa dan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian
Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk
melaksanakan ketentuan yang-sudah disahkan oleh pemerintah dalam pasal 142
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang mana. UU ini perlu untuk menetapkan Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang

Pendirialnv,J MLM%;M&JSLMn NEQ‘B@BL%M Milik
Al HAJI ACHMAD SIDDIQ

Didalam perat}ranE/lerM ianerrE@uRuntuk mempertegas dan

memperkuat tentang pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang mana peraturan
ini mengharuskan setiap Desa harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau

BUMDES.

25Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia,”Undang Undang
Pemerintahan Daerah”( Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015),20
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2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah yang dijadikan sebagai pedoman
dalam berperilaku baik itu sikap maupun sifat yang baik dan pantas untuk
dilakukan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif dan rasional
sehingga dapat menerbitkan jalan berpikir yang terang. Selain itu memandang
hukum sebagai perilaku yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu.”®

Efektifitas hukum didalam perilaku atau hukum yang nyata dapat
diketahui apabila seseorang menyatakan pendapat bahwa suatu kaidah hukum
yang sudah mencapai atau tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya maka hal
itu dapat diketahui pengaruhnya berhasil mengatur sikap perilaku sehingga apakah
sebanding dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya akan disoroti
dari tujuan yang'ingin dicapainya yang menjadi-salah satu upaya agar masyarakat
dapat mematuhi-kaidah kaidah yang telah ditentukandan sudah dicantumkan
sanksi-sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar kaidah tersebut agar supaya

dapat memberikan efek jera kepada yang melanggarnya.

DibltbARAnL s Heddaah tertehia YW Aotk dipdaubd boar Kaidah
ok ok S bk g sfidk bertid fish hhien)yang
dilakukan oleh manuja, E\diMngBarusEa‘da Rar hukum tersebut dapat

berpengaruh ialah hukum harus dapat dikomunikasikan, karena hukum lebih
banyak tertuju pada sikap yang mana seseorang cenderung memberikan

pandangan yang baik atau buruk yang kemudian hal tersebut terwujud dalam hal

perilaku yang nyata.

%6 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peraturan Sanksi,(Bandung:Ramadja
Karya,1988), 80
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Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:?’
a) Faktor Hukumnya sendiri
Hukum itu berfungsi sebagai penegak keadilan di dalam praktek
penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan
antara kepastian hukum dan keadilan yang mana kepastian hukum ini
bersifat konkret yang bewujud nyata sedangkan keadilan bersifat
abstrak sehingga ketika ada ‘suatu kasus dan hakim menentukan suatu
perkara secara penerapan undang-undang saja, maka bisa terjadi
keadilan itu tidak tercapai sepenuhnya karena keadilan itu bersifat
subjektif sangat tergantung pada nilai nilai intrinsik subjektif dari
masing-masing orang.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktoryang mempengaruhi
efektivitas hukum itu disebabkan Undang-undang yang tidak diikuti

asas-asas berlakunya Undang-undang, tidak ada aturan yang mengenai

U MJkaE R@ LILA?&&I’J @LnAMpNE@! EleLng-undang,
KA Benkdbidadelesa e b/t sood lesbdoa I getam
negngE M B E R

b) Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berbuat
sesuka hati dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara penegak

hukum harus memperhatikan etika dan kode etik yang berlaku yang

*’Sperjono Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada, 2013),7
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berkaitan dengan profesinya yang melekatnya, etika dapat
mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu
keputusan moral. Di Dalam profesi penegak hukum itu mereka terikat
pada kode etik yang melekatnya sesuai profesinya masing-masing tapi
pada praktek kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih
banyak yang dilanggar oleh para penegak hukum, sehingga akibat dari
perbuatan tersebut para penegak hukum mencerminkan bahwasanya
mereka tidak mempunyai integritas bahkan mereka dapat dikatakan
tidak mempunyai etika dalam menjalankan profesinya dalam
menegakkan suatu, keadilan yang mempunyai dampak terhadap
lambatnya pembangunan hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT.dalam surat An Nisa’ ayat 135

T S T z
@%Q‘;‘}W‘Q’ﬂ):ﬂ 15 Lol o5 108 5005 Gl £l

Q’DC‘}] )'M‘ &ml“"rg.b:&’d // 5‘[.,...9\/&& J'ey‘j
UNIVERSITAS@E*A#F@E@EWM"33‘3

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu oran yang
KIAEHAACH AR SH ) O
d aya

ataupun miskin MEAIMebl maskahatannya. Maka janganlah
kamu mengikufi h E yimpang dari kebenaran.

dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan. 2

®Kemenag RI, Al Majid:Al Qur'an Terjemah,An-Nisa’ ayat 135
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c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung dalam menegakkan suatu hukum
sangat diperlukan karena jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka
sulit bagi para penegak hukum untuk menjalankan profesinya untuk
menegakkan suatu keadilan. Tanpa adanya sarana, maka penegak
hukum akan mengalami- kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
Adapun yang dibutuhkan dalam fasilitas tersebut, antara lain sebagai
berikut: SDM yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan,
organisasi yang bagus, Keuangan yang cukup memadai, dan peralatan
yang memadai.

Sarana memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan
hukum, karena tanpa ‘adanya suatu sarana yang baik tidak akan mungkin
bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

d) Faktor Masyarakat.

Setiap masyarakat sedikit banyaknya pasti memiliki yang namanya

U Btk Vicksedaran ofmeciap | ok, Ngbrdodln CodmgRebmbut - tarat
KL Kok, o\l dbodle kit i)y

terhadap hTunEnerMan Blah Etu Rikator berfungsinya suatu

hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak
hukum berasal dari masyarakat, dan mempunyai tujuan yaitu untuk

kerukunan di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
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berbagai sudut maka masyarakat sangat memiliki pengaruh terhadap
penegakan hukum tersebut.?®
e) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki beberapa peran
yang sangat penting dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat,
yakni mengatur tingkah- laku masyarakat dalam bertindak, dan
mengatur sikap terhadap sesama masyarakat. Dengan demikian
kebudayaan merupakan perlakuan yang menentukan norma mengenai
apa yang harus dilakukan dan apa yang yang dilarang. Efektivitas
hukum dapat terlaksana dengan baik apabila hukum dijunjung tinggi
serta moralitas penegak hukumnya.
3.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
BUMDes sebagal lembaga usaha yang dimtliki oleh pemerintah desa ini
diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan dan mendorong

perekonomian desa, denganharapan dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru

untuk nhehHAsiVkbiebBatishrl-Kelerbathsar-scnbed alant afsa BURbes sebagai
obe | ehidter ol o \okea [rVefunks) vebel Db Josia
(socialinstitution) dan jomeEial (sorircielinstifition) JBUMDes sebagai lembaga
sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam
penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).Sedangkan sebagai lembaga

komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya

23perjono Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 2013),45
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lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam
upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus
selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan
pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat
desa.®

BUMDES merupakan usaha yang ada di desa yang dikelola oleh
Pemerintah Desa dan berbadan hukum, pemerintah desa dapat mendirikan badan
usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDES merupakan-salah satu program strategis Pemerintahan dalam
upaya meningkatkan-kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan,
semenjak berlakunya “Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” yang

memaparkan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruhnya

atau sebLJiN ILME;B &ngal &LAM d&l Ea@ElRlI penyertaan
stéark Mndsurrh fidaw Ao lyivg] 1) cely dekadebo) deayang
dipisahkan guna mengelolEasetMa ;ﬁyarE\ dRusaha lainnya. Hasil dari

usaha BUMDES digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya

**Maryus, Moh. 2018. Skripsi: Pembangunan Ekonomi Desa Malalui Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. IAIN Jember.
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sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, namun BUMDES juga
berfungsi sebagai lembaga sosial. BUMDES harus berpihak kepada kepentingan
masyarakat dengan melalui keterlibatan untuk penyediaan pelayanan sosial.*
4.Tujuan pendirian badan usaha milik desa (BUMDES).

Organisasi BUMDES merupakan organisasi yang berfokus pada
pengelolaan usaha yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki
oleh desa tersebut, di mana BUMDES ini dikelola oleh pemerintahan desa
bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat pertumbuhan
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa yang
ada.*

Dalam melakukan pendirian BUMDES harus berdasarkan pada kebutuhan
dan potensi desa, upaya untuk-meningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan
dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun-atas prakarsa atau

inisiatif masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif,

transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme

memberLa]lela\{gRaSlL];ﬁ%l@J&AMIM@IQRE:R«LQ% sistem
obfgbigtbadnyd v dhrds ol obrbofl ol provefonds sk bahdif.)
BUMDES merupajan ;Elr kNHtan BonoE di Rsa yang berfungsi sebagai

lembaga sosial dan komersial. Tujuan penting dari pendirian BUMDES yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

2. Meningkatkan pendapatan asli Desa

*'David Prastyo, Peran Bumdes dalam Membangun Desa(Kalimantan Barat: CV
Dermawati Press,2019),7-8

%?Riant Nugroho Firre An Suprapto, Badan Usaha Milik Desa (Jakarta: PT Gramedia
2021),33
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3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan kebutuhan

masyarakat.

Untuk mencapai tujuan BUMDES harus dilakukan dengan cara memenuhi
kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan barang atau
jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pendirian BUMDES
dilandasi oleh Undang-undang noemor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah Dalam peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan
transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bab Il pasal 3 tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDES menyebutkan
beberapa tujuan pendirian BUMDES diantaranya:™

1) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

hadirnya BUMDES di tengah tengah masyarakat Desa yaitu untuk

meningkatkan kualitas usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.

2) MN&y@R&mMJéhﬁMeﬂﬁgﬁb&Lm layanan
Kl vdn bihgd. ACHMAD SIDDIQ
3) Meningkatkan Iere@orrm deﬂden@ aﬁya BUMDES diharapkan

masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya.
4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

peraturan Menteri Desa, PDT Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2015,bab 2, pasal 3.
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5) Membuka lapangan kerja, BUMDES mampu memfasilitasi bagi
masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang mencari
pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya pendirian BUMDES merupakan salah satu pilihan Desa
dalam gerakan usaha ekonomi desa sesuai dengan pasal 87 ayat (1) Undang
Undang Desa, pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Desa dan pasal 4
Permendesa PDTT Nomor 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan
dan pembubaran BUMDES. Dalam, peraturan perundang undangan tentang Desa
tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa
dalam gerakan ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan Perundang-
undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDES.

Pendirian “BUMDES ““berdasarkan atas kemampuan Desa Yyang
mempertimbangkan: *“Inisiatifipasal 4 ayat (2) permendesa Nomor 4/2015 tentang
pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDES.

[] Potensi usaha ekonomi desa

o IINIMERSITAS ISLAM NEGERI
K Burdoedob Aodrbsiafh mirblivkbadidedwdes) D [ ()
Penyertaan modal dariJ?enEintaMesaBlanEenthpembiayaan dan kekayaan

desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.
5.Pengelolaan badan usaha milik desa(BUMDES)
Pengelolaan BUMDES tercantum pada bab tiga Undang-Undang No 4

Tahun 2015 yang beberapa bagian yaitu terkait penjelasan pengelolaan BUMDES,

**Riant Nugroho Fire An Suprapto, Badan Usaha Milik Desa (Jakarta: PT Gramedia
2021),36
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modal, jenis jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepailitan, dan pertanggungjawaban
pelaksana BUMDES.Dalam hal organisasi pengelolaan BUMDES dijelaskan
bahwa BUMDES terdiri dari unit unit usaha yang berbadan hukum. Pengelolaan
BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip prinsip yang baik
seperti  kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan
sustainable yang dilaksanakan secara profesional dan mandiri. Selain itu dalam
melakukan pengelolaan BUMDES diperlukan adanya sebuah asas-asas seperti
asas kesukarelaan, kesetaraan, musyawarah serta asas keterbukaan sehingga
apabila menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka akan menciptakan manajemen
pengelolaan yang baik efektif dan efisien. Dalam peningkatan pengelolaan
BUMDES yang baik ada beberapa langkah yakni sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

2) Tahap Pengamatan

3) Tahap Penataan dan Seleksi

4) Tahap Pemeliharaan

o JINIMERSITAS ISLAM NEGERI
e berkrméludken Parfuslieh Nefeats ot yobolah) bl ager
usaha yang dijalani tTakEengMni lBaga@ aR beberapa hal yang perlu

disusun untuk menjadikan BUMDES sebuah badan usaha yang terkoordinasi
dengan baik yaitu sebagai berikut:®
a) Menyusun job deskripsi. Bagi pelaku BUMDES diperlukan agar dapat

membuat lebih jelas akan peran dan tugas setiap orang, dengan

%5 Abdul karim, Peningkatan Ekonomi Desa melalui BUMDES (Makasar:CV Nas Media
pustaka, 2019),21
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menyusun job deskripsi tersebut tugas dan tanggung jawab serta
wewenang pemegang jabatan agar tidak terjadi kesalahan seperti
terjadi duplikasi.

b) Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi sangatlah dibutuhkan
dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam sebuah organisasi
yang mana tujuannya agar-dapat untuk mempersatukan berbagai tujuan
yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang lumrah.

c) Menyusun pedoman Kkerja organisasi BUMDES. Semua anggota yang
terlibat dalam organisasi BUMDES dalam melaksanakan tugasnya
harus memahami, menaati dan melaksanakan semua aturan kerja yang
ada diorganisasi, maka diperlukan upaya untuk menyusun rencana
yang “dijadikan.pedoman bagi pengelola agar dapat sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang ada di-BUMDES.

d) Menyusun desain sistem.informasi, dalam lembaga BUMDES

diperlukan penyusunan informasi tentang kinerja bagi pelaku

U MIM (E&%Sl‘]’ll&g &mlrg LAMaNiE[Q\EB&‘I masyarakat
KA ] dilpestbofoante Reshab\el meuion odef birl gbra

usahaBUMJDEE M B E R

e) Mengurus legalitas hukum unit usaha BUMDES, dalam mendirikan
program BUMDES legalitas hukum sangat diperlukan karena
merupakan salah satu perintah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang desa yang menjelaskan kegiatan usaha BUMDES agar

dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik.
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5.Peran badan usaha milik desa
Peran BUMDES merupakan sarana prasarana pengembangan dan
pembangunan serta kekuatan ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya
untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa. BUMDES
berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
BUMDES berperan sebagai landasan penguat ketahanan ekonomi yang berskala
Nasional di mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan
mengembangkan perekonomian khususnya masyarakat desa. Peran BUMDES
bagi Desa yang menjalankannya sebagai berikut:*
e Meningkatkan kesejahteraan masyarakat BUMDES dan pemerintahan
Desa.
e Menunjang tugas Pemerintah Desa untuk mengupayakan perkembangan
sumber-sumberalam-yang memiliki potenst-dan meningkatkan kualitas
SDM . untuk bisa mengelola. ekonomi yang ada dil desa sehingga

masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber sumber ekonomi.

o Ndiidch rartare beichintanl Dekaltvk Bebki Grhodkan konsep
K hedic b s bl bdydrab bt oditkngunan
dibidang ekonori. E M B E R

5. Kilasifikasi jenis jenis usaha BUMDES
BUMDES mempunyai beberapa macam yang dijadikan pilihan untuk

dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang menarik berbagai peluang yang ada

di pasar yang dapat menguntungkan. Produk yang dihasilkan haruslah mempunyai

*David Prastyo, Peran Bumdes dalam Membangun Desa(Kalimantan Barat: CV
Dermawati Press,2019),65
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unggulan yakni produk yang memiliki berbagai kelebihan dan mempunyai ciri-ciri
yang khas, sehingga pada akhirnya tujuan dari BUMDES dapat tercapai. Ada
beberapa bisnis BUMDES yang yang cocok yang bisa dijadikan usaha BUMDES
sebagai berikut:

a) Usaha sosial, usaha ini merupakan usaha yang sangat sederhana karena
usaha ini bergerak di bidang seperti layanan umum kepada Masyarakat
contohnya seperti listrik Desa.

b) Usaha penyewaan ialah yang usaha. yang bergerak di bidang penyewaan
yang bersifat membantu kebutuhan masyarakat Desa dan dapat untuk
memperoleh laba asli dari Desa dari usaha penyewaan tersebut contohnya
penyewaaan alat transportasi.

c) Usaha dagang dan “produksi BUMDES dapat juga bergerak dalam
menjalankan usaha di-sektor penjualan barang atau jasa yang diperlukan
oleh masyarakat. Contohnya mendirikan kios pupuk.

d) Usaha perantara, BUMDES dapat menjadi perantara antara komoditas

JehbMihadiaoioH ladgeratc pblart baed pldidyahg lebiR huas
Kel Dicha ferkae | duniaes cloddhyélogerafanl baldbdrdefoalyang
mana BUMDqS tEebLMkanB'nen@Ii Ruk bagi unit-unit usaha

Masyarakat Desa dalam skala lokal atau dapat melibatkan usaha Desa

dalam pembangunan sistem usaha terpadu. Contohnya pengelolaan wisata.
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f) Keuangan, lembaga keuangan merupakan salah satu usaha yang dapat
dijalankan oleh BUMDES karena dapat membantu masyarakat untuk
memperoleh akses finansial dengan mudah dan bunga yang rendah.®
6. Tantangan BUMDES

Saat melakukan usaha BUMDES memiliki banyak permasalahan-
pengelolaan Bumdes dapat dikatakan sulit karena ada masalah keterbatasan
sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES sering ditemui beberapa
tantangan yang harus diselesaikan oleh pengurus dan pengelola BUMDES yakni
sebagai berikut:

1. Masalah pengaturan organisasi, di dalam sebuah organisasi perlu yang
namanya sebuah —aturan yang akan @ dijadikan pedoman untuk
keberlangsungan kelancaran suatu usahapengelolaan organisasi yang baik
yang akan‘mendorong untuk kemajuan dan‘perkembangan usaha.

2. Menemukan dan mengembangkan potensi Desa, pada Setiap desa pasti

memiliki yang namanya potensi yang dapat dikembangkan, baik yang

Bt ph | ke dia | ot bl sl Nodye Mantaih. tantangan
K Merdoeringhed boight sdisbodlaitadbidn id eobbrbyehuan
Masyarakat un}Jk rEngeNﬂangIB Dﬁ bLRn masalah mudah karena

banyak Masyarakat yang tidak mau untuk mengembangkan potensi Desa
dengan berbagai macam alasan.

3. Masalah promosi, BUMDES yang pengelolaannya sudah baik dan

memiliki hasil yang berkualitas sering masih mengalami kesulitan dalam

%7 Eka Prasetya, Inspirasi Sektor Usaha Bumdes, (Yogyakarta:CV Hikam Media
Utama,2020),27
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hal promosi. Promosi merupakan hal pengenalan dalam rangka

memajukan usaha dan dagang, karena hal itu pelaku usaha BUMDES

harus mencari peluang dan harus pandai mencari cara untuk melakukan

promosi kepada konsumen.*®
9.Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

BUMDES adalah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan
badan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka memberdayakan
masyarakat Desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1). UU No
32 tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuali
dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang didalamnya mengatur
tentang BUMDES yaitu pasal 78-81 bagian kelima tentang badan usaha milik
desa dan Peraturan-Menteri-dalam Negeri Nomer 39 tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa, sejak saat itu eksistensi BUMDES berlanjut dan diatur dengan

Undang Undang sebagai berikut:*

2) UkdNg-idantinarhk £ o 2013 rbofhat thidist kebnan miko.
Kol Dndendtobgeholplomgieeniridigmdiginat o] D D 1)

c) PP Nomor 43 tjhunE)M M]geereEsanRan Undang-undang Nomor

6 tahun 2014 mengenai Desa.
d) PP Nomor 47 tahun 2015 mengenai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun
2014 tentang pedoman pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

mengenai Desa.

*®Raina Pranoto, Digital Marketing BUMDES (Yogyakarta: CV Hikam Media Utama, 2020), 57
**Luh Putu parendra Indra Devi, Gede Mekse korri Arisena,”Jurnal hexago, vol 6 No 1
februari (2022): 14, http://e-jurnal.unper.ac.id
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e) Permendesa Nomor 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, dan
pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa.

f) Permendes Nomor 4 tahun 2017 mengenai perubahan atas Permendes
Nomor 22 tahun 2016 tentang “penetapan prioritas penggunaan dana desa
tahun 2017”.

g) Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang “penetapan prioritas penggunaan
dana Desa tahun 2018”.

4. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah
Maslahah Mursalah secara istilah merupakan sesuatu yang dianggap
maslahah namun tidak ada Ketegasan hukum yang mewujudkan dan tidak
ada dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut.*

2. Syarat Maslahah Mursalah
Menurut jumhur para ulama’ bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan

sebagai sumber hukum ketika sudah memenuhi beberapa syarat sebagai

LiINIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAD Irisihah ferstbul nakedehy aurks) ey fdibd kel e
yang bidasE(anMsanBa dE mefgpakan kemaslahatan yang

nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak
kemudharatan.
b) Kemaslahatan tersebut merupakan yang bersifat umum, bukan

kemaslahatan yang bersifat khusus baik yang bersifat untuk

%0 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh(Jakarta:Kencana, 2017), 135
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perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan
tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau khalayak
umum.

¢) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan

yang terdapat dalam ﬁl Quran dan Hadist baik secara dhohir
. ‘_4 P J

‘l—'
>

maupun batin.

M
p ~— X

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*! Hendri Hermawan Adi Nugraha dan Mashud,” Al Maslahah Al Mursalah dalam
penentuan hukum islam”, Jurnal limu Ekonomi Islam,https://jurnal.stie-aas.ac.id, diakses pada
tanggal 23 Oktober 2023
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara maksimal yang mana untuk menggapai suatu tujuan
dengan berbagai cara seperti mencari; mencatat, merumuskan serta menganalisis
yang digunakan untuk menyusun-suatu laporan.

Untuk mendapatkan sebuah kebenaran data data yang dapat dipercaya
maka peneliti harus menggunakan Sebuah metode yang sesuai dengan tujuannya
yang mau dicapai. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk
menemukan,mnengembangkan  dan untuk menguji suatu kebenaran dengan
menggunakan metode metode ilmiah.*

A. pendekatan danjenis penelitian

Penelitian dalam bahasa inggris disebut dengan research, jika dilihat dari
susunan katanya terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti melakukan kembali
atau pengulanian, sedan%kan kata search yang berarti melihat, menfamati, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

mencari sehingga research dapat diartikan sebagal rangkaian kegiatan yang

bbb bk oot BRI AL g LRk i
mendetail, dan lebih k(anrEensMri sBu hEyanRiteliti.“S

Berdasarkan konteks penelitian serta fokus penelitian diatas maka peneliti
menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan penelitian adanya data-data

lapangan sebagai sumber utama seperti hasil dari wawancara dan

*230erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981),5

*Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Field Research untuk Penelitian
Arsitektur Vernakular Indonesia”Jurnal Demensi Teknik Arsitektur’Vol 3No 1(Juli 2006)
http://demensi-petra.ac.id/index.php/ars/article/view/16458

44
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observasi.Penelitian ini merupakan penelitian jenis field research (lapangan),
penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk
mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada tindakannya dan
kenyataan yang terjadi disekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis
deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar
alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan
secara pertimbangan tertentu dan teknik pengumpulan dengan triangulasi atau
gabungan, analisis data yang.bersifat kualitatif dan hasil dari kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.*

Sedangkan. menurut Denzin dan Lincaln™ (1994) Mendefinisikan adalah
bahwa penelitiankualitatif- merupakan penelitianyang menggunakan latar alamiah
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erickson

mendefiLierI%ElBaS I(L!%@ JC&ELPAMI’]NLE&Q EeRlLukan serta
adaolridmhofd derafhidgidte-Rafbuéh Yoo okt boh bfmperc -
dampak dari tindakan ;fng EakLM terBiap EdupRereka45

Penelitian  Deskriptif adalah  penelitian dengan metode untuk

menggambarkan suatu hasil penelitian.Sesuai dengan namanya jenis penelitian

“Albi Anggito & JohanSetiawan, Metode Penelitian Kualitatif(Jawa Barat: CV
Jejak,2018),14.

**Salmon Priaji Martana,”problematika penerapan field research untuk penelitian

Arsitektur

Vernakularlndonesia jurnaldeminsiteknikArsitektur”vol.3N01(juli2006),http://dimensi.pe

tra.ac.id/index.php/ars/article/view/16458
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deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi
mengenai fenomena yang tengah diteliti dalam menggunakan jenis penelitian
deskriptif masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat yang
mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas.*

Penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk memahami masalah
masalah masyarakat dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan
menyeluruh sehingga menurut peneliti-untuk berperan sebagai pelaku yang
ditelitinya mampu membuat pembaca benar benar dapat merasakan pengalaman
itu terjadi dalam gambaran dibenaknya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem
Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur lokasi penelitian ini dipilih karena
ada pertimbangan bahwa Desa Gadingsari ini /merupakan salah satu Desa yang
sudah mendirikan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa pemilihan lokasi ini

dikarenakan BUMDES tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahun serta sudah

menjalahkenbEDerkpa brobtam/4ang sbaarl oA doNgan{oafk i belakangan
iKeliioks drbeh $ingar ek B pPhufuben Stkdnibatak o Jucen
tidak berjalan lagi djn dipilihi\af lokasi Gadinggari ini Kecamatan Pakem
Kabupaten Bondowoso ialah belum pernah penelitian yang serupa.
C. Subjek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat dan

pelaku usaha badan usaha milik desa (BUMDES) yang berada di Desa Gadingsari

**Muhammad Ramdhan,Metode Penelitian( Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),7
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Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang mengetahui, mengalami dan yang
terlibat didalamnya dalam usaha BUMDES.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana
data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara
data yang berasal perpustakaan dan data dokumentasi lainnya yang berkaitan serta
memberikan informasi mengenai penelitian ini akan dijadikan data sekunder.
Dalam penelitian ada beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data
penelitian sebagai berikut:
1. Teknik Observasi
Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan terhadap fenomena-penelitian. Metode ini merupakan
salah satu metode pengumpulan data yang-paling umum digunakan dalam
penelitian kualitatif.

Menurut Creswell Observasi adalah sebuah proses pengumpulan informasi

Iang%N%MEmBgSJnIA&ﬁJkLSdL&MerE{QrEﬁJn tempat di
Kbt berrhat’] | ACHMAD SIDDIQ
Observasi adaIT dﬂritherrBis dE pelj{tiwa, perilaku, dan artefak

dari sebuah pengaturan sosial oleh karena itu, observasi sangat diperlukan
untuk data tentang orang , proses dan budaya . Patton menegaskan bahwa
observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk

memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti

*T Cosmas Gatot Haryono,Ragam Metode Penelitian KualitatifkKomunikasi(Sukabumi:CV
Jejak, 2020),78
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dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan
pengaturan yang dipelajari aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang orang
yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif
mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.*®
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
partisipatif yang mana dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam kegiatan
sehari hari yang sedang diamati yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Adapun untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode
observasi sebagai berikut:
a) Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pihak yang
terlibat mengenal rumusan masalah ini.
b) Observasi langsung di lokasi penelitian yakni di Desa Gadingsari
Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
2. Teknik Wawancara

Menurut Lexy J Moleong wawancara percakapan dengan maksud tertentu

padaLlrhuiME B:& Hdé &sJ&rAMdM:EIQbaB Lecara tatap
Ik hehtafebia oot edlsch Bengnl ohd shehdoghucan
data yang didapat rjenje]EaT‘skaNa,irmaBahaEpeanian.49

Wawancara merupakan mengumpulkan data melibatkan presentasi

rangsangan lisan, verbal metode ini dapat digunakan melalui wawancara

“8Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Jawa
Barat:CV Jejak, 2020),163.
*9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016),231
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pribadi dan jika mungkin wawancara melalui telepon. Ada beberapa macam

wawancara yaitu:*°

1. Wawancara pribadi metode wawancara ini membutuhkan seseorang yang

dikenal sebagai pewawancara metode pengumpulan informasi melalui
wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan cara yang terstruktur.

2. Wawancara tidak terstruktur metode wawancara yang mana pewawancara

diberikan kebebasan lebih luas untuk bertanya.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur dan tak
terstruktur adapun data data yang ingin diperoleh oleh peneliti dengan
menggunakan teknik wawancara ini yakni sebagai berikut:

a) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari

kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso

b) Tentang  efektivitas pengelolaan BUMDES Desa Gadingsari kecamatan

pakem kabupaten bondowoso menurut perundang undangan

c) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif maslahah

ILJ M %%E&SLIQ%&(J@TI&A MwN(&QEQBJndowoso
debit-t{A ]l ACHMAD SIDDIQ

Dokumentasi merlpakan c n tikyan isa dibuktikan dan bisa
S e S L S

dijadikan bukti secara hukum yang mana dokumentasi tersebut berisi data data

yang lengkap dan nyata.>

%Tarjo,S,Metode Penelitian(Yogyakarta: CV Budi Utama,2019),96
*! Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif,329
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Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi
penelitian baik berupa sumber tertulis, film gambar dan karya karya
monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu masalah atau
fokus kajian menjadi bagian bagian(decomposition). Analisis data didefinisikan
sebagai usaha untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau
ciri ciri dari data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka
untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara
untuk menganalisis terhadap data, dengan maksud mengelola data tersebut
menjadi suatu informasi sehingga karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat dengan
mudah dimengertiserta bermanfaat ‘untuk menjawab masalah masalah yang
berkaitan dengan penelitian baik, yang menyangkut dengan deskripsi data maupun

membuat induksi atau menarik kesimpulan.**

MN&WER&LM§nI§IJ&AMME&E€Berwm tiga
¥hihHA]I ACHMAD SIDDIQ

1. Kondensasi datj EMBER

Dalam proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti selesai
melakukan wawancara dan sudah mendapatkan data data yang tertulis yang
terdapat di lapangan yang mana transkrip hasil wawancara tersebut dipilah

pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan.

*2Tarjo,S, Metode Penelitian(Yogyakarta: CV Budi Utama,2019), 103
*Miles Huberman dan Saldana,Qualitative Data Analysis,(America: SAGE
Publication,,2014),14
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2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang

disimpulkan dengan penyajian data ini dapat membantu memahami dalam

menganalisis yang lebih baik.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam melakukan penelitian peneliti dari awal sampai akhir dapat

mengumpulkan data data yang mana ketika sudah didapatkan dari awal hingga

akhir nantinya dapat ditarik kesimpulan pada bagian akhir.
F. Keabsahan Data

Sesuatu yang dianggap, penting didalam sebuah penelitian adalah terkait

keabsahan data. Keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah
tuduhan kepada konsep penelitian kualitatit yang'mengatakan bahwa penelitian ini
tidak bersifat Timiah.“Akan tetapi, keabsahan data merupakan sebagai tahapan
yang tidak dapat terpisahkan dari penelitian kualitatif.>*

Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi

sumber,UiMMEsR‘&lEA&kMMrM@ EBLengan cara
nackoek daelying'yipetorairia-bdberbpdscber ek tdaol syang
digunakan dalam peneTianEbagNAerilﬁ E R

1. Triangulasi Sumber
Yaitu dengan cara menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk diketahui kebenarannya.*

*Arnold Augina Mekarisce ,”Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada penelitian
kualitatif di bidang kesehatan masyarakat* jurnal ilmiah kesehatan masyarakat vol 12 edisi ke 3
(2020),147.

**Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hal.274



52

Bentuk operasional dari triangulasi sumber ini adalah dengan melakukan
wawancara dan melakukan observasi. Peneliti dalam melakukan observasi
dapat dilakukan seperti observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip,
dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar atau foto.
2. Triangulasi Teknik
Yakni dengan mengecek kepercayaan penemuan dari hasil penelitian
untuk mendapatkan dari sumber-data yang berbeda dengan teknik yang
sama.>®
Triangulasi teknik disisni dapat dilakukan dengan observasi partisipatif,
wawancara secara detail, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama
secara serampak.
G. Tahap Tahap Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas-dari tahap tahap penelitian yang
harus diikuti menguraikan tahap tahap penelitian yang memberikan gambaran

tentang keseluruhan dari perencanaan pelaksana pengumpulan data, analisis

penafsiruMaIMnEeRﬁal‘nTa&:&. I S LAM N EGERI
K1 Bagkenlving'sikio Mofeon hihyabad pbncipebfe el Gadpan
penelitian kualitatif bjhwﬁda M taan @Ianf{)enelitian kualitatif yaitu,

tahapan pra lapangan, tahapan kegiatan lapangan dan tahapan penyusunan

laporan.

%Lexy J.Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Revisi ( Bandung: PT Remaja
Rosdakarya),331
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1). Tahapan Pra Lapangan
Pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan
sebelum peneliti masuk kelapangan objek studi. Dalam hal ini terdapat 7 hal yang
harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah sebagai berikut:
a). Menyusun rancangan penelitian

secara umum isi rancangan tersebut meliputi latar belakang masalah,
tinjauan pustaka, pemilihan lapangan -penelitian,penentuan jadwal penelitian,
penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur
analisis data,rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan keabsahan data.>
b). Memilih lapangan penelitian

Cara terbaik dalam menentukan ' lapangan ialah dengan cara
mempertimbangkan teori substantif dengan langsung ke tempat lapangan yang
akan diteliti apakah terdapat kesesualan teori*substantifdengan kenyataan
dilapangan.

¢). Mengurus perijinan

Mah] IM@R &II’I‘I’A&I L&J&Mnm'ngmlan manfaat
o defiden g inakidookerl iodd D STD D1 Q)
d). Menjajaki dan menjai kEdaaNann@ E R

Dalam hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti tidak bertindak ceroboh

dan sesuka hati.

"Moh Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif’(Malang: Uin Maliki Press,
2010) ,281.
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e).Memilih dan memanfaatkan informan

Dalam hal ini memilih dan memanfaatkan informan sangat berguna sekali
untuk mendapatkan informasi dari tempat lokasi yang akan diteliti.
). Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam hal ini peneliti hendaknya menyiapkan semua perlengkapan yang
dibutuhkan dalam melakukan penelitian agar supaya tidak ada hambatan dalam
peralatan dibutuhkan.

g). Persoalan etika penelitian

Etika merupakan hal yang paling esensial dalam penelitian karena baik

buruknya hasil penelitian ditentukan oleh faktor ini.

2).Tahapan pelaksana

a. Tahap Reduksi, adalah peneliti merangkum dan menentukan beberapa data

yang sesual dengan penelitian. Hal ini bertujuan-agar hasil dari setiap data
yang didapatkan akan padat;jelas dan febih berfokus pada hal hal yang
dibutuhkan. Pada tahapan ini akan memudahkan peneliti untuk mencari
data yanVibutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b. Tahap Display, pada tahapan ini menyajikan data boleh dengan bentuk

KIAL AL ACGEMALLSIRI .
dari pendisplaan ddra inifadAtah Hemubiankanuntuk memahami apa yang

sedang terjadi merencanakan kerja selanjutnya apa yang sudah dipahami.
c. Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan tahapan terakhir dalam penelitian
kualitatif. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang

dikumpulkan dengan cara mencari hubungan persamaan dan perbedaan
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untuk kemudian untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan yang ada.”®
3).Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara
sistematis dari hasil data data yang jiperoleh baik dari wawancara, observasi,

dokumentasi yang diperoleh dilwﬁ. I;J

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

%8 Jagianto Hartono,Metode Pengumpulan dan Analisis data(Y ogyakarta: Andi anggota
IKP1,2018),49



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian
1. Gambaran Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso
a) Sejarah Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
Sejarah Desa Gadingsari tidak terlepas dari orang madura yang konon
katanya mengembara ke tanah jawa. Orang yang berasal dari madura inilah yang
melakukan pembukaan lahan pertama kali di Desa Gadingsari yakni dua orang
pengembara yaitu bernama bujuk Sayyid Hasan dan bujuk Rancang dimana
keduanya ini asli berasal dari pulau Madura. Pada suatu saat kemudian bujuk
Sayyid Hasan mentkah dengan orang jawa yang berasal dari Bondowoso
kemudian temannya yakni bujuk. Rancang  juga menikah dengan orang
Bondowoso dimana mereka setelah menikah pada waktu kemudian mempunyai

anak sehingga Desa yang dibabat menjadi bertambah jumlah menempatinya
URIVERSITAS ISLAM NECER]

kemudlan Desa Gadingsari menjadi ramai dan jadi sebuah Desa yang bernama

KIALHAJT ACHMAD SIDDIQ
b) Keadaan GeoJrafiE)esMadiBsarE(ecRatan Pakem Kabupaten

Bondowoso
Secara geografis Desa Gadingsari terletak Kecamatan Pakem yang sebelah
utaranya berbatasan dengan Desa Petung dan sebelah selatannya berbatasan

dengan Desa Kupang dan Ardisaeng serta sebelah timurnya berbatasan dengan

*Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.

56
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Desa Pakem dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Tonggul kabupaten
Situbondo. Desa Gadingsari memiliki luas wilayah sekitar 456,84 ha yang terdiri
dari 23 RT, 9RW dan terdiri dari 9 Dusun yakni:

1) Dusun Pinangatap

2) Dusun Piangatap Il

"4
3) Dusun Krajan 3 . 4
v
4) Dusun Krajan Il —~
5) Dusun Stapai / N

6) Dusun Stapai Il

7) Dusun Kebunan

8) Dusun Kebunan 11

9) Dusun K\

—

Desa Ga i luas wilayah : dengan rincian

Table 4.1

UNIVERSI Riftglan [dasiwifafed NEGERI

¥l Tanal w
KA HATE SIDDIQ -
3 Pemi'kinE M B E R 63 ha

¢) Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem

Kabupaten Bondowoso
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gadingsari dapat

teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, petani,buruh tani,

%9Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.
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pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, buruh
bangunan,peternak dll yang tidak menetap. Jumlah penduduk berdasarkan mata

pencaharian sebagai berikut:

Table 4.2
Mata pencaharian penduduk Desa Gadingsari

Aﬁm 2022

Petani 09,71 %
Buruh tani 29,81 %
Pegawai negeri 00,07 %

Karyawan swas 00,67 %

Pede 00,63 %

\/

P ),11 %

0| N o o1 b W DN

%

{WERSITAS ISI°AM NEGERT*

Lain lain / tidak meneta

CLO

-
o

K

EMBER

d) Keadaan Demografi Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso
Berdasarkan data administrasi Desa jumlah penduduk Desa Gadingsari

berjumlah sebanyak 4.183 jiwa dengan rincian penduduk jenis laki laki berjumlah
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2.007 jiwa,sedangkan penduduk yang berjenis perempuan berjumlah sebanyak

2.176 jiwa.**
Tabel 4.3
Jumlah penduduk tahun 2022
1 Laki laki 2.007 49,08 %

2 Perempuan 2.176 50,02 %

V4

7

e) Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem

Kabupaten Bondowoso

Masyarakat Desa Gadingsari Memeluk Ag Islam dengan penganut aliran
Nahdlatul Ulama’ (NU) m akat De di ri Disetiap malam selasa dan
jum’at selal mMj' .

f) Tingkat Pendidikan @Wa Gadingsari Kecamatan Pakem

Ka
ONIVERSTTAS ISEAN REGER™
kesejahteraan dan perekonomian_sehingga akan membuka sebuah_ lapangan
KIALEAI ACHMAD.SIDDIQ..
lapangan kerja baru gu}ua uEuk Mataﬁ)enaggl%n. Dibawah ini tabel yang

menunjukkan tingkat rata rata pendidikan masyarakat Desa Gadingsari.*

®'Sumber : laporan bulanan kependudukan Desa Gadingsari Kecamatan Pakem, Tahun
2022

®2Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.



Tabel 4.4

Tingkat pendidikan Desa Gadingsari 2022

60

e

1 Belum Sekolah 199 orang
2 Pernah sekolah tapi tidak tamat 1419 orang
3 Tamat SD / sederajat 1256 orang
4 Tamat SLTP/sederajaAt.:/‘ 4 871 orang
5 Tamat SLTA/sederajat ,,a;/ 754 orang
6 Tamat D | A = -

7 | TamatD2 "4 -

8 Tamat D3 1 orang

9 Tamat S1 46 orang
10 | Tamat S2 2 orang

11 | Tamat S3 -

2 | Sekolah SD[/ seﬁrajakﬂ R ER 2 Unit
3 | Sekolah SUTP/ Setlerajat” ~— " * |1 Unit
4 | Sekolah SLTA / sederajat 1 Unit
5 | Sekolah PT -

6 | Sekolah RA 1 Unit
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g. Profil BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari
A. ldentitas Badan Usaha Milik Desa Gadingsari

Nama Perusahaan : BUMDES Mitra Usaha

Peraturan Desa : Peraturan Desa Gadingsari

Tahun berdiri : 25 februari 2018

Status Kantor : Balai Desa bersebelahan dengan kantor Desa
Alamat : JIn Gadingsari-No. 04- Pakem- Bondowoso

Lembaga Desa Gadingsari

BUMDES Mitra Usaha adalah usaha yang dilakukan oleh Desa yang
berbentuk Badan Usaha Milik, Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.*

B. Kedudukan dan wilayah kerja BUMDES Miitra Usaha

BUMDES Mitra Usaha berkedudukan di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem
Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

BUMDES [Mitrd Uskha> hdnditid ity Were Dadg (admeklp di Desa
Graidof feederhaly pekenf kebunirdh Boflaonakd) S 1D D1 ()
C. visi dan misi BTMIES IVMUS@ E R

Visi BUMDES Mitra Usaha

1 Terwujudnya BUMDES Gadingsari sebagai badan usaha yang

profesional guna taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.

®3Sumber , Profil BUMDES Mitra Usaha, Desa Gadingsari Pakem Bondowoso 2018
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Misi BUMDES Mitra Usaha
e Meningkatkan perekonomian Desa Gadingsari
e Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa Gadingsari.
D. Tujuan BUMDES Mitra usaha
Dengan berdirinya BUMDES Mitra Usaha yang didirikan pada tanggal 25
februari tahun 2018 sampai batas waktu‘yang tak terhingga, yang bertepatan di
Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. BUMDES Mitra
Usaha didirikan berlandasan Undang Undang yang berlaku yang mengatur
mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ada di Indonesia. Tujuan dari BUMDES
Mitra Usaha ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa
Gadingsari.

E. StrukturOrganisasi BUMDES Mitra Usaha®®

Musyawarah Desa

T

hat

UNIVERSITASTSEAMN 1
KIAI HAJI A IMAD SII)T

JEMBER

A
Sekretaris Bendahara
Andhy wijaya Ahmad khoirul anam
A 4 l
l Unit Usaha
\ 4 . .
) . Lain lain
Unit usaha Unit usaha
Sewa terop tngurusan Bumde§ Pembuatan sapu jsari
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B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Menjelaskan fakta serta kesimpulan yang dicapai dengan menggunakan
teknik dan prosedur yang akan diuraikan pada bab ini yang berisikan deskripsi
informasi yang diberikan oleh para informan yang sesuai dengan yang ditanyakan
oleh peneliti dan hasil dari analisis‘temuan peneliti akan disajikan sebagai data
yang berupa tema berulang, pola, dan motivasi yang terdapat pada data selain itu,
hasilnya mungkin disajikan sebagaikategori struktur, penjelasan dan tipologi.

1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA
USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya
untuk meningkatkan-di-bidang.ekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan
bermacam macam jenis usaha sesuai_dengan ‘potensi yang dimiliki oleh desa.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini sebagal upaya untuk, menampung
seluruh keT\a]tan E?latan ekonomi ya§ berada di desa den I%Em tujuan untuk

VERSITAS ISLAM NEGER

menmgkatkan potensi ekonomi yang ada di desa sehingga dapat membantu

KIal HAJALEHMALSLRIQ
di dalam pengeJoIaEE;aMJsaBMilEDeRBUMDES Mitra Usaha di

Desa Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Gadingsari.
BUMDES Mitra Usaha ini dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari bersama
masyarakat, dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ini mengikut sertakan

masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola
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badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar
supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan
berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat
yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama dalam
melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari.

Sebagaimana hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti
kepada Kepala Desa Gadingsari ,Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
Kepala Desa yakni Bapak Buhairi mengatakan:

“Di Desa Gadingsari ini mas Sebelum mendirikan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) Pemerintahan Desa Gadingsari melakukan musyawarah

terlebih dahulu bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni membahas

mengenai mau melakukan pendirian BUMDES™®
Hasil dari wawancara bersama Bapak Buhairi“selaku kepala Desa Gadingsari
Dapat disimpulkanbahwasanya Pemerintahan™ DesaGadingsari Sebelum

mendirkan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari yakni

BUMDES. Pemerintahan Desa Gadingsari mengadakan musyawarah bersama

Masyardkat Yok lemaid Ingin . efeirikat ‘so6liah BOMBES idngan nama
ek Miderh bind Besti Genderd Al £ 8t (phbatd bdefo o s
Tahun 2014 vyang JberEnyiﬁﬁemﬂan EUI‘I@ES disepakati melalui

musyawarah desa”

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi;”
BUMDES didirikan berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan

peraturan desa”

$Buyhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023
®®Undang-undang No 6 Tahun 2014
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Selanjutnya wawancara bersama Sekretaris Desa yakni Bapak Revi / Buniman
beliau mengatakan bahwasanya:
“Di Desa Gadingsari ini mas ketika sudah melakukan musyawarah
mengenai pendirian BUMDES Mitra Usaha kita melakukan sosialisasi
terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai gambaran dalam melakukan
pengelolaan BUMDES menjelaskan kepada masyarakat tujuan dan
manfaat dari dibentuknya BUMDES Mitra Usaha ini. "’
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten  Bondowoso peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwasanya dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
BUMDES Mitra Usaha sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada
masyarakat menjelaskan tentang gambaran dan tujuan mendirikan BUMDES
Mitra Usaha serta memberikan pembelajaran tentang BUMDES, kemudian setelah
melakukan hal tersebut dapat direncanakan terkait rencana program kedepannya
berkaitan dengan BUMDES Mitra Usaha.

Penulis juga melakukan ‘wawancara bersama masyarakat yakni bapak

Supyatin yang ikut sosialisasi tentang bagaimana pendirian _dan \ pengelolaan

PVPORIVERSITAS ISLAM NEGERI

“engk ng selakoh masyarakatyne isah geding-+iyah ruah
KA bbb Lot A Bl S [Tk
seebahas ruah masalah BUMDES cong dhisah ruaél8 mabede’eh BUMDES
can cong seanydmali BU S a Usaha fuah”
Translate ]E ]\M 1\Br [E IR
“Saya mas sebagai masyarakat Gadingsari pada saat waktu ikut sosialisasi
yang diadakan oleh pemerintah Desa Gadingsari Dalam sosialisasi tersebut
memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai gambaran serta
tujuan didirikannya BUMDES Mitra Usaha”
Hasil dari wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni

dengan bapak Supyatin dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintahan Desa

$’Buniman, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,12 Agustus 2023
%83upyatin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,14 Agustus 2023
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Gadingsari sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha terlebih dahulu
melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman mengenai
adanya sebuah BUMDES sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti
dari manfaat adanya sebuah BUMDES di Desa Gadingsari.
Wawancara bersama bendahara Pemerintahan Desa Gadingsari yakni
Bapak Siman beliau mengatakan
“Gini mas BUMDES yang ada di Desa Gadingsari ini setelah melakukan
sosialisasi tahap selanjutnya melakukan pembentukan kepengurusan
BUMDES Mitra Usaha di dalam pembentukan kepengurusan ini dicarikan
orang yang bisa bertang%ung jawab dalam melaksanakan kepengurusan
BUMDES Mitra Usaha™®
Jadi hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa
Gadingsari sesudah melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian
melakukan pembentukan kepengurusan yang akan mengelola BUMDES Mitra
Usaha. Desa'Gadingsari Dalam,membentuk kepengurusannya Pemerintahan Desa

Gadingsari memilih orang yang“benar-benar bisa bertanggung jawab dalam

mengelola BUMDES Mitra Usaha tersebut.

RS P 0T B et
RYATEFA]l ACHMAD SIDDI

“Setelah itu mas setelah sosialisasi dilakukan dan kepengurusahnya
dibentuk tenta ’3&/@&84@ ian@\el kan pencarian calon para
pelaku usaha BU S a ha gah ‘'memilih Masyarakat yang
mengerti dan menguasai ilmu tentang usaha yang akan dilakukannya
terkait program BUMDES Mitra Usaha” "
Berkaitan dengan hasil dari wawancara ini peneliti dapat disimpulkan bahwasanya
BUMDES Mitra Usaha ini setelah melakukan sosialisasi terkait dan pembentukan

kepengurusan atau pengelola tentang BUMDES  Mitra Usaha, kemudian

%°Siman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 19 Agustus 2023
"°Siman , diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 19 Agustus 2023
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melakukan pencarian para pelaku usaha yang akan mengurusi dan mengelola
usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha. Tentunya memilih orang
yang mengerti dan menguasai ilmu terhadap usaha yang akan dilakukan berkaitan
dengan usaha BUMDES Mitra Usaha agar dapat berjalan dengan yang
diinginkannya.
Wawancara dengan ketua BUMDES Mitra Usaha ibu Subaidah dalam
melakukan pengelolaannya beliau menyampaikan bahwa:
“Pengelolaan BUMDES Mitra” Usaha Ini mas dilakukan dengan cara
transparansi agar semua pihak yang terlibat dan masyarakat dapat
mengetahuinya bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program
program usaha yang sudah ditentukan®"
Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Desa Gadingsari dalam menjalankan usaha dari program BUMDES Mitra Usaha
dalam pengelolaanya dilakukan dengan transparan, yakni agar semua yang akan
dilakukan dalam-usaha BUMDES Mitra Usaha“ini dapat diketahui oleh semua

masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dan perkembangannya.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan tetap bersama ketua BUMDES

mitra UENIMRRRIRAS ISLAM NEGERI
K1 Apddelfefskan/edeobablit\d) popded B D

Usaha dalam menjalankanya terdiri darl anggota pengurus BU

Mitra Usaha b rsar:E Mak yan dipilih untuk melakukan
pengelolaan dafi umt‘us ela lte an oleh BUMDES Mitra

Usaha”
Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan usaha
dari program BUMDES Mitra Usaha melibatkan beberapa orang untuk

menjalankan unit usaha dari BUMDES ini, yakni melibatkan anggota pengurus

BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat yang sudah ditentukan yakni

"'Subaidah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,20 Agustus 2023
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masyarakat yang mempunyai wawasan dan ilmu mengenai pengelolaan
BUMDES.

Wawancara dilakukan bersama sekretaris BUMDES Mitra Usaha yakni
bapak Andhy Wijaya mengatakan dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha
bahwa :

“Unit Usaha yang dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha ini mas

yakni dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari ini,

yaitu usaha pembuatan Kerajinan‘yakni pembuatan sapu dan penyewaan
terop yang mana dalam menjalankan usaha ini dilakukan oleh pengurus

BUMDES Mitra Usaha bersama. masyarakat dan untuk pembuatan

kerajinag2 sapu kebanyakan dalam menjalankannya yaitu masyarakat itu

sendiri”
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa
dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha, BUMDES ini dalam menjalankan
usahanya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Gadingsari ini,
yaitu bergerak dibidang pembuatan kerajinan pembuatan sapu dan sewa menyewa

terop. Di mana dalam menjalankan-usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDES

itu sendiri_bersama masyarakat Desa Gadingsari dan khusus di bidang kerajinan

RSP S TS BRI
RIAFHATTACHMAD STODTE™

yang belum mempunyal pekerjaan.
Kemudian penJIiti Elaka WﬁancEﬁ b«Bama bendahara BUMDES

Mitra Usaha yakni Bapak A Khoirul Anam mengatakan bahwasanya :

“Dalam menjalankan program usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini mas
yakni melakukan sistem bagi hasil yaitu antara pengelola dan Pemerintah
Desa Gadingsari karena semua modal dari Pemerintah Desa masyarakat
hanya pengelolaanya saja” &

2 Andhy Wijaya, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso, 21 Agustus 2023
A Khoirul Anam,diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,21 Agustus 2023
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Dari hasil wawancara bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha diatas dapat
disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pembuatan sapu nantinya dari hasil
penjualan sapu tersebut, hasilnya dibagi dua yakni antara pengelola (masyarakat)
dengan Pemerintah Desa karena seluruh modal dari usaha yang dijalankan berasal
dari Pemerintah Desa Gadingsari.

Wawancara bersama tetap bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha
mengenai sistem penjualannya ketua BUMDES mengatakan:

“Hasil dari pembuatan sapu tersebut sistem penjualannya dijual kepada

pedagang sapu keliling dimana penjualannya dijual diluar kota”
Wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penjualan dari hasil
BUMDES Mitra Usaha yakni pembuatan sapu dalam sistem penjualannya, yakni
dijual kepada para pedagang sapu keliling karena para pedagang sapu keliling
tersebut dijual lagi diluar kota‘Bondowoso.
2. Efektivitas Pengelolaan .\BUMDES Mitra“Usaha Di Desa Gadingsari

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang

undangan

perahubd Yo -miongatul ibngeria adah \sahdl hik (D&l ac begitu
okl /Behind il frbnofbe (BB bifhdboksidSebeindebduoans
Nomor 6 Tahun 2014 JSabEpasNA7 sgipai D dafUndang Undang 43 Tahun
2014 Bab VIII dari pasal 132 sampai 142 serta peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu
banyak dimana, setiap masing masing desa memiliki potensi yang berbeda beda
sehingga harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang

ada di Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari.
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Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di
Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan
pendiriannya, pengurusannya dan pengelolaanya sudah sesuai dengan peraturan
perundang undangan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam
mendirikan dan melaksanakan pengelolaanya berpatokan pada Nomor 6 Tahun
2014 Bab X pasal 87 sampai 90 serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021.

Jadi BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari sudah melaksanakan
perintah sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha yang telah diamanatkan oleh
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 88 dan peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 Bab 78 pasal 7 yaitu sebelum mendirikan Badan Usaha
Milik Desa harus.dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai
BUMDES.

Pemerintahan Desa Gadingsari = Dalam melakukan  pembentukan

kepengurusan BUMDES Mitra usaha dilakukan berdasarkan Undang-Undang

yakni romiNhLoYARg: Santlybriobita el ok vk Kok memiti
dbeckn/t [oadreh ediridbed Dbd Refdnd\rteslr Sebrbudrdn) eficinan
Nomor 43 Tahun 2011 paal 132, yeing PRrbuffyi pefaksana operasional dilarang
merangkap jabatan antara Pemerintahan Desa dengan kepengurusan BUMDES,
jadi Pemerintahan Desa Gadingsari sudah menjalankan perintah yang telah

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dalam pembentukan kepengurusan

susunan BUMDES.
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Dalam melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha melakukan prinsip
prinsip seperti transparan dalam melakukannya, dilakukan secara gotong royong,
memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, penyertaan modalnya yang mana
dari pemerintahan desa dan hasil dari keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha
tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dengan adanya BUMDES
Mitra Usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan melakukan
prinsip prinsip tersebut di dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menjalankan
dengan peraturan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang BUMDES.

Sedangkan dalam kepengawasan dalam menjalankan operasional terhadap
pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang dijalankan di Desa Gadingsari kurang
optimal dalam menjalankan tugasnya sebagal pengawas terhadap usaha yang
dijalankan oleh para operasional BUMDES Mitra Usaha. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara bersama kepala desa beliau mengatakan:™

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas aturan'yang ada kurang

dipatuhi berkaitan dengan pengawasan sehingga terjadi ketidakmajuan
BUMDES disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap para pelaku

Dari hzi?lT &mwm%&g lﬂSﬁWleEb@E@RJa di dalam
obfuck Pl ben helasidrl P datbokenttnd frobfeh Bnoes
Mitra Usaha kurang n]aksEal SMgkﬂmeEut Raturan Pemerintah No 11

Tahun 2021 pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “seorang pengawas sebagaimana
yang dimaksud ayat 2 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi
persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang

baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

"“Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 26 Agustus 2023
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BUMDES”. Jadi tugas dan wewenang seorang pengawas harus mampu dan
bertanggung jawab terhadap tugasnya yang telah diberikan oleh pemerintahan
desa, agar supaya program yang telah dijalankan oleh BUMDES dapat berjalan
dengan baik dan dapat memajukan program yang ada.

Sehingga dampak yang yang dialami BUMDES Mitra Usaha yang di
akibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap para pelaku dalam menjalankan
program program tersebut yang kurang patuh terhadap peraturan prundang
undangan sehingga berdampak terhadap usaha usaha yang di jalankan hal ini
sesuai dengan wawancara penulis bersama bersama kepala desa selaku penasehat
beliu mengatakan:

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas terhadap kemajuan

BUMDES Mitra Usaha disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap

para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra Usaha™
Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu

faktor pengambat terhadapat kemajuan BUMDES Mitra Usaha dikarenakan

sistem pengawasannya masih kurang optimal terhadap para pelaku yakni

P NI VERSTTAS TS EAM REGER
KIATHA ACHMAD S1IDDIG™

menyebabkan kurang optimal sehingga dalam menjalankan program prog

BUMDES Mitra Usa kuEw Mnallgghinga rrBrjadi penghambat terhadap
kemajuan BUMDES Mitra Usaha. Adapun tugas pengawas menurut Peraturan
Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 31 ayat 2 berbunyi” mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurus
BUMDES, melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDES,

dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa.
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Akibat penegakan hukumnya kurang optimal dalam menjalankan
peraturan undang undang mengenai BUMDES Mitra Usaha mengakibatkan
dampak yang menghambat kemajuan BUMDES Mitra Usaha hal ini sesuai
wawancara penulis bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha yaitu Bapak
Buhairi beliau mengatakan:

“BUMDES yang ada di Desa Gadingsari ini mas ketika dalam melakukan

pencatatan pelaporan keuangan bulanan ada beberapa kendala yakni tidak

selalu setiap bulan dilakukan pencatatan laporan keuangan sehingga uang

yang masuk dan keluar tidak diketahui secara detail”"
Hasil wawancara yang dilakukan bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penghambat yaitu adanya laporan
keuangan yang tidak teratur dalam membuat laporan keuangan yang menurut
peraturan BUMDES Mitra Usaha laporan harus dilakukan setiap bulan tapi
kenyataanya laporan keuangan tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan
sehingga berdampak ketidak jelasan antara uang yang masuk dan keluar yang

menyebabkan ketidak keterbukaan ketika melakukan pelaporan keuangan.

Sedangkan menurut Undang-undang tugas dari operasional BUMDES menurut

Peraturdh PEMbrittah Ro 21 Takn 2041 pasal 58yl M-fiaforde goslsi kevangan
sbchild ok e bin A bl Pl Do Bebiddd ) pan
peraturan Desa Gadi]gsaENoM 3Bhu1EZOIRmenyebutkan “Pelaporan

keuangan dilaporkan setiap bulan”
Selain itu penulis wawancara bersama kepala Desa menanyakan terkait
dengan laporan pertanggung jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES

Mitra Usaha yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa beliau mengatakan:

"®Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,26 Agustus 2023
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“Terkait laporan ini mas di dalam melaporkan pertanggungjawabannya
kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa
Gading ini ketika BUMDES ini didirikan untuk laporannya itu rutin mas
tapi tapi dalam beberapa waktu kemudian laporan ini sudah tidak rutin
bahkan tidak ada laporan sama sekali terkait pengelolaan BUMDES ini”
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya terkait laporan pertanggung

jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ketika masih baru
mendirikan BUMDES Mitra Usaha terkait laporan yang harus dilaporkan kepada
Kepala Desa yang secara berkala itu berjalan dengan lancar, namun dalam
beberapa waktu kemudian laporan yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa
sudah tidak berjalan dengan rutin bahkan dalam waktu kemudian tidak ada
laporan terkait pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 pasal 138 ayat 2
menyebutkan “Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggung jawaban
kepengurusan dan pengelolaan BUMDES kepada“desa”

Di Desa Gadingsari ini“selain pengawasannya kurang efektif yang

o T TS PR ST SUARA R s
RIAT HATLACHMAD, SIDDIQ,

“Berkaitan dengan ketidakmajuan BUMDES Mitra Usaha ini m

satunya juga d eb ya JusahaJyang serupa seperti halnya
produksi sapu jtu j b ha a BUMDES Mitra Usaha, akan tetapi
masyarakat sendiri juga ada yang memproduksinya sendiri khususnya di
Desa Gadingsari ada sekitar 6 sampai 7 orang masyarakat yang
memproduksi di rumah mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu
faktor kemunduran usaha BUMDES karena tidak bisa dipungkiri akan
terjadi persaingan. Sedangkan usaha sewa menyewa terop itu sama dengan
sapu bukan hanya BUMDES Mitra Usaha yang punya tetapi ada beberapa
masyarakat Desa Gadingsari Yang juga punya sewa menyewa terop seperti
BUMDES.”"

"®Buniman,diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,27 Agustus 2023
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Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Bunimanbahwasanya
kemunduran BUMDES Mitra Usaha dari faktor eksternal disebabkan oleh
banyaknya usaha usaha yang sama sehingga terjadinya persaingan yang tidak
dapat dipungkiri. Dalam sebuah usaha tentunya semakin banyaknya persaingan
akan berdampak pada menurunya _penjualan ataupun penyewaan Kkarena
masyarakat terkadang akan memilih sesuatu yang baru dan mereka nilai sesuatu
tersebut lebih menarik. Banyaknya pelaku usaha yang berpindah ke produsen lain
dalam hal ini yaitu produksi sapu yang diproduksi oleh BUMDES Mitra Usaha
menyebabkan hasil dari produksi dari BUMDES banyak yang tidak terjual
sehingga menyebakan BUMDES Mitra Usaha tidak berjalan.

Wawancara tetep bersama Bapak buniman beliu mengatakan

“Dan ini mas_yang mempengaruhi faktor eksternal untuk kemajuan
BUMDES "Mitra-Usaha yang ada di Gading ini“mas minimnya anggaran
untuk* pengelolaan BUMBDES int" dan_ masih ada ‘beberapa orang
masyarakat kurang percaya terhadapperan manfaat dari usaha BUMDES
Mitra Usaha ini mas *
Dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor eksternal penghambat
untuk kemajuan BUMDES Mitra Usaha ini disebabkan minimngialﬁwfgaran yang

UNIVERSITAS ISLAM NEG

disediakan dan masih ada beberapa masyarakat yang kurang percaya terhadap

K AL AL LNCED D v JAL A (e
Gadingsari, sehingga d}patEgnyMkar&mpﬁ keRak majuan dari BUMDES.

3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Maslahah
Mursalah

Bumdes adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa

melalui penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal

dari kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
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jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa,
oleh karena itu dibentuklah badan usaha milik desa yang disebut BUMDES.
Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan dirinya.
disisi lain Pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia
masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDES.

Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di
Desa Gadingsari kecamatan Pakem™ Kabupaten Bondowoso sudah dapat
membantu kehidupan masyarakat baik. melalui penyediaan jasa, kebutuhan
pokok, industri kreatif, penyediaan kebutuhan pertanian dan membuka
lapangan pekerjan melalui BUMDES Mitra Usaha. BUMDES ini telah
berperan di Desa tersebut sebagai mana hasil wawancara penulis dengan
masyarakat Desa Gadingsari yakni bapak Nisa beliau berkata:

“Ghen "bedenah BUMDES Mitra Usaha* riyah cong engkok riyak pas

endik kelakuan aghebey. posapoh darih haselal akohpo sapoh riyah con

gengkok bisa endik penghasélan tambe’en ariyah cong sangat aghunah” ”’

Translate
“ Dengan adanya BUMDES Mitra Usaha ini mas saya sendiri merasakan

TRV R ST LASTSEAM MR ER Rercan i
o IoAcheabr P kit Tk Bl oyt Esbl b
bahwasanya dengan ajanyEBUNHES BitraEsahf{ii Desa Gadingsari Dapat
membantu masyarakat Desa Gadingsari, karena BUMDES tersebut menjadi salah
satu pembuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat bekerja untuk
membuat kerajinan sapu tersebut sehingga dapat menjadi salah satu penghasilan

tambahan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Gadingsari.

""pak Nisa, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,21 Agustus 2023
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Hal ini sangat di anjurkan dalam islam karena BUMDES dapat dapat
memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan hal ini
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

P 87, = T ESE

Lo
i £ . 2o Z- sd. o5t -5 2 i, - o Y
£ [ w - S P GRS . z
J”"/"@""‘i{"“}) “f?1’°ﬁ"’4*fg"“bof§”)‘°ﬁud'ﬁ'gé=°ofb‘,l“4df'°o‘

23 Opkess 14L& G a2l
Artinya:Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan.™
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dan
kesejahteraan akan diperoleh. bagi siapa saja yang mau berbuat amal kebaikan,
tanpa harus membeda bedakan baik yang laki laki maupun perempuan maupun
dan tidak membeda bedakan status sosialnya. Maka dari itu siapa saja yang
melakukan perbutan amal kebaikan'dan beriman kepada Allah SWT maka Allah

telah berjanji akan memberikan balasan bagi orang orang yang mengerjakan

kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

N IVERS RS 1 et IRECYER Mita Useha
REATHAJACHNMAD SIDDTO™
dalam masyarakat tercipta Esejmaargal %berﬁsarkan wawancara penulis
dengan Sekretaris Desa bapak Buniman beliau mengatakan:

“BUMDES Mitra usaha ini mas mempuyai tujuan untuk pemerataan

pendapatan masyarakat melalui program program dari BUMDES agar

supaya rygasyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDES Mitra
Usaha”

"8 Kemenag, Al-Qur’an dan Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung:Sigma
Eksa Media,2009)
" Bapak Buniman, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,21 Agustus 2023
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Dapat disimpulkan bahwa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari mempunyai
tujuan yaitu melakukan pemerataan pendapatan masyarakat salah satunya yaitu
dengan program program yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha agar
berdampak kepada masyarakat adanya manfaat dari BUMDES Mitra Usaha.
Wawancara bersama kepala Desa mengenai hasil dari usaha dari program
BUMDES Mitra Usaha Kepala Desa mengatakan:
“Hasil dari keuntungannya mas dari usaha program BUMDES Mitra
Usaha dalam kerajinan pembuatan sapu digunakan untuk kepentingan
rgg;;/af%léat Desa Gadingsari, dan dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan
Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa san usaha yang telah
dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha dapat menghasilkan keuntungan
dari usaha tersebut dimana hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk
kepentingan masyarakat . sehingga pemerintahan Desa ~ Gadingsari dapat
memanfaatkan potenstyang., dimiliki Desa~ Gadingsart digunakan untuk

mensejahterakan masyarakat Gadingsari dan dari keuntungan_ tersebut juga

dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan Desa Gadingsari sehingga menjadi salah

satts pertidpotah Yk dé3a deh bidinakah cnkek Repéhiimtar foteriftahan Desa
K Rdankr] dlsilbn Soroaskibothitindicn Ranluinbeih] &nnoga
maslahah bukan ber(fsarﬁ‘n Mdugn Elaiﬁn maslahah yang dapat

diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat, upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa Gadingsari tentu saja memberikan manfaat

kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteran masyarakat.

8 Bapak Buhairi , diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,21 Agustus 2023
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Kesejahteran merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang
ekonomi yang mana kesejahteraan merupakan bagian dari rahmat Allah SWT
yang diajarkan oleh agama islam, namun kesejahteran akan didapatkan bagi orang
orang yang melaksankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Hal ini sangat diajurkan dalam islam sebagai mana firman Allah SWT dalam QS

Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

P
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Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,.menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan’®

Maslahah “mursalah merupakan sesuatu yang diakukan oleh manusia

dengan maksud untuk mendapatkan manfaat“atau kebaikan dan menghindari
keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang orang yang ada.di sekitarnya.
Manfaat yang diperoleh dapat berbentuk dalam beberapa keuntungan, baik dalam

UNIVERSITAS ISLAM NE

keuntungan dalam materi maupun non materi dan keu%%zﬁ Iyang dapat

KIALHAILAGCHMAD, SIDDIQ
Pemernitahan JDesEGaMsariBalaE mﬁirikan dan menjalankan

BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan program programnya dilihat dari
sudut pandang maslahah mursalah sudah banyak melakukan kemanfaatan bagi
masyarakat Desa Gadingsari karena dengan adanya BUMDES ini pemerintahan

Desa Gadingsari dapat mensejahterakan masyarakatnya dan membawa manfaat

81 Kemenag, Al-Qur’an dan terjemah kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung:Sigma
Eksa Media,2009)
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untuk masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama
masyarakat yakni bapak supyatin beliau mengatakan:

“ engkok cong olle bhentuan derih dhisah olle bheres, minyak, mie ruah
can pak tengghi cong bhentuan jiyeh ollenah hasel dari program BUMDES
sebedeh e dhisah gadingsari riyah”
Translate
“ saya mas dapat bantuan dari desa yang berupa beras, minyak, dan mie
yang mana bantuan tersebut merupakan hasil dari program BUMDES
yang ada di Desa Gadingsari”®

Hal ini sesuai dengan ayat al Qur’an QS Al-Bagoroh ayat 267:

P
5 up)w vﬁ l:.;}-l g 2ags uww lj.u_;l I5ialz d,\n WA
e WO T a Taad oIV wdsls, 2203 bsked i B AT 1,005

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. dan janganiah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu  sendiri~tidak” mau, mengambilnya
melainkan dengan memmcmgkan mata terhadapnya. dan ketahuifah, bahwa Allah
maha kaya lagi maha terpuiji.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa “setiap orang yang beriman diwajibkan

mengeluarkan sebagian hasil dari usaha usaha yang difakukan dengan baik dan

didapatian [ehden céraSsdrd yanty nbfal | sghehtnandyer, Ganky, fldkukan olen
KA bEATEAC N D ST e
yang dijalankan OIT EJMRE}i Ig’ra ElsaPR untuk membantu dan
mensejaterakan masyarakatnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi dan

wawancara langsung kepada responden selanjutnya disajikan pada penyajian data

82 pak Supyatin, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,21 Agustus 2023
8 Kemenag, Al-Qur’an dan terjemah kementrian Agama Republik Indonesia,(Bandung:Sigma
Eksa Media,2009)
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dan analis. Selanjutnya data data tersebut akan disajikan pada pembahasan inti
yang terdapat pada Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Dalam sebuah penelitian
sudah bisa menafsirkan hasil penelitiannya, namun tafsiran tersebut dapat
terbantahkan setelah peneliti melakukan proses observasi dan wawancara serta
penyajian data. Oleh karena itu sangat perlu dikoreksi kembali secara rinci yang
sesuai dengan sudut pandang peneliti terhadap data data yang sudah terkumpulkan
dalam bentuk penyajian berupa bahasa temuan dilapangan diantaranya:
1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA
USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya
untuk meningkatkan di bidangekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan
bermacam macam jenis usaha:sesuai dengan potensiyang dimiliki oleh Desa. Di
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa

Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi untuk

meningilatin | Yebromid heh edejdnitaafts Mhsyakal Cbedk | acingsari,
AVDEs Ml il akiie dreh Perefihdnah dd dadidgi Geama
masyarakat, dalam pefigelflaan \BYMDOES Mifra [lsaha ini mengikutsertakan
masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola
badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar
supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan
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berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat
yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama.

Dapat disimpulkan orang orang yang terlibat dalam proses pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa pada BUMDES Mitra Usaha ini, yaitu: pengurus
BUMDES Mitra Usaha bersama beberapa masyarakat Desa Gadingsari.

Pendirian BUMDES Mitra Usaha dilakukan musyawarah terlebih dahulu
bersama pemerintahan Desa dan masyarakat membahas mengenai potensi yang
dimiliki oleh Desa Gadingsari yang mana. untuk dicari potensi yang baik dan
sesuai dengan masyarakat Desa untuk dijadikan sebuah usaha yang akan
menjadikan sebagai sumber pendapatan asli Desa. Hasil dari musyawarah tersebut
selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Gadingsari Dimana
sosialisasi tersebut mengenalkan sebuah usaha“dari gambaran BUMDES Mitra
Usaha yang akan didirikan oleh Pemerintahan Desa Gadingsart.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem

transparLJsNrLe\éEth&rlIoé’g aliSIJaAM IhaliEgtEtBalankan oleh
okl duntok s Imabhedial BINDES dilra Dochd Ihidled, e
transparansi dalam mjakuEn pMeloleyE/akrRagar supaya semua yang

dilakukan dalam BUMDES Mitra Usaha ini dilakukan dengan cara terbuka untuk
umum agar supaya semua yang terlibat dalam pengelolaannya dapat mengetahui
bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program dari BUMDES Mitra

Usaha. BUMDES Mitra Usaha usaha yang dikembangkan atau yang dikelola

yakni memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari seperti pembuatan sapu
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dan sewa menyewa terop dalam menjalan program ini dilakukan oleh pengurus

BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra

usaha dilakukan bagi hasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan

pengelola yakni masyarakat dan pengurus BUMDES Mitra Usaha.

Jadi dapat disimpulkan BUMDES yang ada di Desa Gadingsari yakni

BUMDES Mitra Usaha dalam pendirian, pengelolaan dan menjalankan usahanya

yakni sebagai berikut:

[

[]

Melakukan musyawarah

Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan pembentukan kepengurusan

Mencari masyarakat yang mempunyai keahlian dalam menjalankan
operasional usaha dari BUMDES Mitra Usaha

Usaha yang diambil,yang dijadikan usahayakni-memanfaatkan potensi
yang dimiliki oleh Desa Gadingsari.

Usaha yang dijalankan yakni pembuatan sapu dan sewa menyewa

UMOWERSITAS [SLAM NEGERI
KA bl Aufelridh (s M) sebad B desoren

kejujuran, cTn bEcuMda BratuEh yaR ada.

Dalam menjalankan operasionalnya dilakukan oleh pengurus
BUMDES dan masyarakat.

Hasil produk dari BUMDES Mitra Usaha dijual kepada pengulak dan
penjual keliling sedangkan usaha dari terop disewakan pada

masyarakat membutuhkan.
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(1 Hasil dari usaha tersebut bagi hasil yakni antara pemerintah dan
masyarakat yang mengelola

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari
Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang undangan

Indonesia merupakan Negara yang banyak memiliki desa yang berjumlah
81616 desa, di mana setiap desa menurut Undang-Undang harus mendirikan
BUMDES sehingga begitu banyak payung hukum mengenai BUMDES di
Indonesia hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu banyak di
mana setiap masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga
harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang ada di
Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari. Desa Gadingsari dalam mendirikan
dan pengelolaannya BUMDES Mitra Usaha dalam melaksanakannya dengan
beracuan pada Undang-Undang yakni UU No 6. Fahun2014"dan PP No 11 Tahun
2021.

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari ini di dalam

pelaksarLlMIVeEBba‘lTp&S Ll&alqg%aMgN)Eng E;RI baik cara
olbacianbyalmbB] fengelofanti\ghizyd backookdh Lhdhdofueng
UU No 6 Tahun 2014] PPEO 4thBOlAE}1anR No 11 Tahun 2021 serta

ditambah dengan peraturan pemerintahan desa yang mengatur tentang BUMDES
Mitra Usaha.

BUMDES Mitra Usaha efektivitas dalam pengelolaanya menurut
perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah

efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang
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BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap
desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari.
Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di
BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan
peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman
dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif
baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan
pembukuan, laporan pertanggung jawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya
masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya, seperti
menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pasal 28 No 3 seorang
pengawas sebagaimana yang-dimaksud ayat 2°merupakan orang perseorangan
yang harus “memenuhipersyaratan” keahlian, “integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik; serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan BUMDES.

LN VE RO ASeka b A NEGERE berbunyi
nlénbuPbel fed b pefoo i\t néted deoifdnlidbbnblrdeah cen
jalannya pengurus BTMEES, Nﬂaku@ aEJ‘ﬁt iRestigasi terhadap laporan

keuangan BUMDES, dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan
dalam musyawarah desa. Jadi dapat disimpulkan kurang efektif hukum terhadap
BUMDES Mitra Usaha yakni disebabkan faktor dari penegak hukumnya itu

sendiri yang masih kurang optimal.
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Akibat dari penegakan hukumnya khususnya dalam pengawasannya yang
kurang optimal mengakibatkan beberapa dampak terhadap penurunan hasil dari
usaha BUMDES Mitra Usaha bahkan terjadi kemacetan dalam menjalankan
program tersebut

Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang
disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari
BUMDES Mitra Usaha sudah dikatakan cukup baik, baik dari segi bahan, alat,
SDM, dan kendaraan untuk pengelolaan dan operasional dari usaha yang
dijalankan olen  BUMDES Mitra Usaha. Jadi dari segi fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Desa Gadingsari sudah cukup baik untuk mendorong kemajuan
BUMDES Mitra Usaha, sehingga untuk faktor hukum dari sarana dan prasarana
sudah optimal dan efektif:.

Sedangkan-dart faktor masyarakatnya BUMDES Mitra Usaha yang ada di
Desa Gadingsari. Respon dari masyarakat terhadap adanya BUMDES Mitra

Usaha yang didirikan di Desa Gadingsari sudah cukup baik karena sebagian besar

masyaraUtMLMEtRé Llaé%rgdl&[p&m (%]i ELGMEEBLIitra Usaha
yifldbed mémbub Johonehr{poserioly/defincba cefoeh kckdd BGnloes
Mitra Usaha dapat TenErikMekﬂaanEepaR masyarakat yang tidak

mempunyai pekerjaan yang dapat membantu perekonomian masyarakat Desa
Gadingsari. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya

terhadap peran adanya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari,

tetapi mayoritas masyarakat Desa Gadingsari sudah sangat puas dengan adanya
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BUMDES Mitra Usaha ini. Jadi dapat disimpulkan dari segi masyarakat yang
mempengaruhi penegakan hukum sudah efektif.

Dan dilihat dari segi faktor kebudayaan yang ada di Desa Gadingsari.
Masyarakatnya ramah tamah dan patuh terhadap pemerintahan Desa Gadingsari,
sehingga apapun program yang dibuat oleh pemerintah desa mayoritas masyarakat
menerima dengan baik selama program itu baik untuk masyarakat. Salah satu
program yang dibuat pemerintah desa yakni BUMDES Mitra Usaha, dengan
hadirnya BUMDES Mitra Usaha, masyarakat sangat antusias karena dapat
memberikan pekerjaan yang mana dapat menjadi salah satu penghasilan
masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari segi kebudayaan yang mempengaruhi
penegakan hukum dari sisi pengaruh kebudayaannya sudah sangat efektif dan
optimal.

3. Pengelolaan " BUMDES “Mitra Usaha menurut perspektif Maslahah
Mursalah

Maslahah Mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia

dengan Wl b IMAR: Rempetoreh RetksRoh: A Mhahthdc.da fnbhghingari dari
b backditnfrdke A8ndies Frebibdosehd gk G bbbl e
untuk orang banyak. ?alarEhalMusaB pefibuat sapu dan sewa menyewa
terop menjadi program dari BUMDES Mitra Usaha berdasarkan problem yang
terjadi di Desa Gadingsari memiliki kesinambungan dengan maslahah mursalah.
Tujuan utama didirikan BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk
mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur

dan sejahtera dalam kehidupannya dan menjadi salah satu pembuka peluang
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pekerjaan bagi masyarakat Desa Gadingsari serta hasil dari keuntungan dari usaha
BUMDES Mitra Usaha ini di jadikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa
Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha
BUMDES tersebut.

Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat
dikatakan memberikan maslahah‘—enqlkeberadaanya BUMDES ini mampu
memperbaiki permasalahan perékonomi’aﬂ'?%g terjadi di Desa Gadingsari dan

kemungkinan problem yang muncu kefnbali apabila dalam pengawasan terhadap

pengelolanya kurang optimal vy mengakibatkan penurunan dari usaha yang

dilakukan BUMDES Mitra

J'”A‘,-

‘j\ ’,‘
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa poin kesimpulan
didalam melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa
Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem
transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh
pengurus BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES
Mitra usaha ‘dilakukan bagrhasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan
pengelola yakni masyarakat dan“pengurus BUMDES Mitra Usaha serta hasil

keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha dijadikan untuk memperdayakan

TIRIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAT HATT ACHMAD STOD1 ™
perundang undangan.

BUMDES Mi]ra ESathekﬁtasEdalaR pengelolaanya menurut
perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah
efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang
BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap

desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari.

89
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Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di
BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan
peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman
dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif
baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan
pembukuan, laporan pertanggungjawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya
masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya,
sehingga mengakibatkan beberapa ‘dampak yang mengakibatkan progam
BUMDES Mitra Usaha mengalami penurunan bahkan terjadi kemacetan

Sedangkan dilihat dari, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang
disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari
BUMDES Mitra'Usaha sudahdikatakan cukup batk.
3.pengelolaan BUMDES Mitra,Usaha menurut perspektif masiahah mursalah

Tujuan utama didirikkan BUMDES Mitra Usaha ini_adalah untuk

mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur

dan sejlth ijaE R&L}E% dLSrLe&MaN Ea@ E«Rllka peluang
obbeofh thoirsfirakat Dy Gantrebdndrioidsi) aafiduhalrbah b Jane
BUMDES Mitra Usaja irEdi Mangtulﬁemfgrdayaan masyarakat Desa

Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha
BUMDES tersebut.
Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat dikatakan

memberikan maslahah, karena keberadaanya BUMDES ini mampu memperbaiki

permasalahan perekonomian yang terjadi di Desa Gadingsari.
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B. Saran-Saran

Dengan adanya sebuah penelitian ini sangat besar harapan penelitian ini

agar dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai Analisis Yuridis

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan

Pakem Kabupaten Bondowoso berikut saran dari peneliti:

1)

2)

Bagi Pemerinta Desa Gadingsari untuk langkah kedepannya alangkah
lebih baik mengoptimalkan landasan hukumnya dalam menjalankan
operasional pengelolaan usaha ‘dari. BUMDES Mitra Usaha serta lebih
teliti dalam memilih kepengurusan BUMDES Mitra Usaha, dan
kedepannya Pemerintah Desa Gadingsari supaya memberikan pembinaan
maupun pelatihan terhadap para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra
Usaha.

Bagi pengurus dan pengelola BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan
tugasnya masing masing agar.lebih optimal dalam menjalankan tugasnya

dan memiliki rasa tanggung jawab, serta dalam pencatatan baik laporan

MMLM@BSM;A&&&LAMeMﬁ@M dijalankan

K fcka fok/efubi deden belabidy dedntont drtcho) o) oo

pengelola daIaT m@ham ma%tinEareRterdapat usaha yang sama

maka pengelola perlu melakukan kesepakatan bersama masyarakat yang
melakukan usaha yang sama seperti dalam sistem penjualannya yakni bagi
wilayah, serta melakukan kerja sama dalam sistem penjualan seperti

menggabungkan produk untuk dijual diluar kota.
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3) Bagi masyarakat Desa Gadingsari diharapkan ikut serta berpartisipasi
dalam menyukseskan program-program dari BUMDES Mitra Usaha,
karena hasil dari BUMDES tersebut digunakan untuk mensejahterakan

masyarakat.

— |
N |"%/ /

AJ—J

v
.~ N
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
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